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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran Pemerintah
Kelurahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Laweyan
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, hambatan beserta upaya kelurahan terkait
perannya dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan uraian penelitian
berjenis empiris, karena permasalahan yang dibahas menyangkut realitas. Sifat
penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian secara yuridis sosiologis, dengan
mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota
Surakarta, data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer
bersumber dari aparat kelurahan, Lembaga kemasyarakatan dalam hal ini RT/RW
serta Rumah Tangga Sasaran. Data sekunder bersumber dari dokumen, peraturan
perundang-undangan, laporan, arsip, literatur hasil penelitian. Untuk jenis data
primer, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan
(observasi) dan wawancara (interview) sedangkan pengumpulan data sekunder
dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis dari data yang diperoleh
menggunakan analisa kualitatif model interaktif (interactive model analysis)
menginteraksi komponen dari reduksi data, pengumpulan data hingga penyajian
data yang kemudian menghasilkan kesimpulan, apabila kesimpulan kurang kuat
maka perlu dilakukan verifikasi dan Penulis kembali mengumpulkan data di
lapangan.
Berdasar hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, kesatu,
peran kelurahan yang terdapat dan disebutkan dalam petunjuk teknis penyaluran
BLT dan kedua yaitu peran kelurahan yang tidak disebutkan dalam petunjuk
teknis BLT, antara lain peran dalam melakukan Pendataan RTS, ketentuan
administrasi BLT, peran sebagai posko pengaduan BLT, peran dalam melakukan
sosialisasi program BLT. Ketiga, Hambatan kelurahan dalam aspek sosialisasi
mengenai keberlanjutan program yang dipertanyakan masyarakat, tanpa
sosialisasi yang baik, kelurahan sebagai tempat mengadu, dalam memberi
penjelasan tidak disertai dasar hukum yang tepat dan tegas dengan berakibat
hilangnya kepercayaan masyarakat pada pihak kelurahan beserta lembaga
kemasyarakatan (RT/RW). Keempat, Upaya untuk mengatasi kendala tersebut
yaitu dengan cara memaksimalkan pertemuan lokal yang diprakarsai/difasilitasi
oleh pihak kelurahan, selain menghasilkan pemahaman yang baik, juga sebagai
penampung aspirasi untuk disalurkan ke jajaran organisasi pelaksana yang
berwenang.
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A. Latar Belakang Masalah
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas
desentralisasi dalam penyelenggaraaan pemerintahan, dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi
daerah, karena itu Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain,
menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil
dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-
undang.
Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan bahwa
“oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tidak
akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. daerah
Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi
dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom  atau
bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan
dengan Undang-Undang”. (Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin,
MA, 2002:1)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18
pemerintah daerah adalah gurbenur, bupati, atau walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan
bahwa; pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Melihat urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintahan daerah
propinsi dan pemerintahan daerah kota/ kabupaten yaitu:
a. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
b. Penanganan masalah sosial (lintas kabupaten/ kota )
Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004




2pula dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam
menyelengarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban, antara lain:
a. Melindungi masyarakat menjaga pesatuan dan kerukunan nasional serta
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Mengembangkan sistem jaminan sosial
Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota yang
berkedudukan di wilayah kecamatan, seperti yang disebutkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, kelurahan merupakan
perangkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Kelurahan merupakan
ujung tombak keberhasilan pembangunan kota. Sehubungan dengan tuntutan
pembangunan dalam era otonomi, keterlibatan kelurahan secara langsung
dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan,
mengharuskan kelurahan untuk mampu menjadi tempat bagi masyarakat
meneruskan aspirasi dan keinginan masyarakat tersebut kepada pihak yang
berkompeten untuk ditindak lanjuti. Sebagai jembatan dari program-program
pemerintah, kelurahan mensosialisasikan program-program pemerintah
kepada masyarakat dengan tujuan dapat dipahami dan didukung oleh
masyarakat.
Luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di pemerintah daerah,
seperti dalam keterlibatan pemerintah daerah dalam mengsukseskan program-
program pemerintah salah satunya adalah penyaluran Bantuan Langsung
Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS), sebagai usaha peningkatan
kesejahteraan masyarakat. BLT didasari atas kebijaksanaan pemerintah
menaikkan harga dasar Bahan Bakar Minyak (BBM), yang mengakibatkan
harga kebutuhan pokok meningkat dan bagi masyarakat miskin dapat
mengakibatkan daya beli mereka semakin menurun, karena akan mengalami
kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga di pasar, warga
masyarakat miskin akan terkena dampak sosial, semakin menurunnya taraf
kesejahteraan atau menjadi semakin miskin, atas dasar hal tersebut diperlukan
program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk program
kompensasi (compensatory program) yang sifatnya khusus (crash program)
digilib.uns.ac.idpustaka.uns.ac.id
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3atau program jaringan pengaman sosial (social safety net), seiring dengan
besarnya beban subsidi BBM semakin berat dan resiko terjadinya defisit yang
harus ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, akibat selisih harga BBM dalam
negeri dibanding dengan luar negeri berakibat memberi peluang peningkatan
upaya penyelundupan BBM ke luar negeri. Pemerintah memandang perlu
merevisi kebijakan tentang subsidi BBM, sehingga subsidi yang selama ini
dinikmati oleh golongan masyarakat mampu, dialihkan untuk golongan
masyarakat miskin, beberapa hal tersebut yang melatar belakangi
dikeluarkannya Inpres No.12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan BLT untuk
Keluarga Miskin.
Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, Badan Pusat
Statiska (BPS) yang terlibat mendata Rumah Tangga Sasaran, tidak diizinkan
mempublikasikan identitas responden. Sebagai konsekuensinya, daftar nama
calon penerima BLT dan informasi tentang kemiskinan tidak dapat
disebarluaskan kepada publik, termasuk kepada aparat pemerintah daerah
(Pemda). (Laporan Penelitian Smeru, 2006 :10)
Daftar calon penerima BLT dan informasi tentang kemiskinan yang
tidak dapat disebar luaskan tanpa pengecualian kepada aparat pemerintah
daerah, merupakan permasalahan tersendiri mengingat berbagai program
pemerintah yang ditujukan untuk rakyat selalu memerlukan bantuan instansi
pemerintah daerah. Berdasarkan pengalaman, jika muncul persoalan, maka
aparat pemerintah daerah mulai tingkat propinsi hingga tingkat kelurahan
selalu diminta, bahkan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk
mengatasinya. Ketidak transparanan proses penetapan penerima BLT ini tidak
searah dengan upaya demokratisasi yang tengah dibangun. Sebenarnya
persoalan ini sudah diberi ruang oleh I Inpres No.12 Tahun 2005 Tentang
Pelaksanaan BLT dengan menyatakan bahwa BPS diinstruksikan untuk
memberikan akses data rumah tangga miskin kepada instansi pemerintah lain
yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.
digilib.uns.ac.idpustaka.uns.ac.id
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4Persoalan lain muncul dari hasil rakor Bidang Kesra (16 September
2005) yang kurang tepat dalam menafsirkan tugas Depdagri. Menurut Inpres
No. 12/ 2005 tugas Depdagri adalah bersama Pemda mengkoordinasikan
pelaksanaan dan pengawasan Program BLT. Namun, rakor mengubahnya
menjadi pengawasan dan penanganan pengaduan. Oleh karena itu, salah satu
fungsi pemda yang dapat diminta bertindak sebagai kepanjangan tangan
Depdagri untuk mengoordinasikan pelaksanaan BLT di daerah tidak
dilakukan. Pemda di berbagai tingkat pemerintahan pada awalnya tidak
dilibatkan secara resmi dalam pelaksanaan program. Pada tingkat kotamadya,
hanya dilakukan satu kali pertemuan koordinasi dalam rangka persiapan
pendataan sosial-ekonomi 2005, Pertemuan di tingkat kecamatan dan
kelurahan tidak pernah diadakan. Pertemuan koordinasi di tingkat kotamadya
tersebut dihadiri oleh unsur pemda kotamadya, BPS, PT Pos Indonesia,
kepolisian, camat dan lurah. (Laporan Penelitian Smeru, 2006 :10)
Namun, ketika hasil pendataan rumah tangga miskin menimbulkan
keresahan sosial politik di berbagai daerah, barulah pemerintah pusat secara
serius meminta pemerintah daerah melakukan langkah-langkah pengamanan,
antara lain melalui instruksi pembentukan posko pengaduan di semua tingkat
pemerintahan, mulai dari provinsi hingga kelurahan.
Seiring dengan tuntutan tersebut, dengan adanya Inpres No.3 Tahun
2008 Tentang Pelaksanaan Program bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah
Tangga Sasaran, maka Inpres No.12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan
Bantuan Langsung Tunai untuk Keluarga Miskin tidak lagi berlaku, dengan
melibatkan pemerintah daerah, yang bertujuan meredam gejolak sosial.
Perangkat daerah kelurahan, diberikan tugas dan tanggung jawab untuk
berperan mengsukseskan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kinerja
aparat kelurahan menjadi faktor yang sangat penting bagi implementasi
pelaksanaan penyaluran BLT.
Organisasi perangkat daerah yang berbasis kepada tujuan tugas dan
proses kerja harus berdasarkan pada analisis tugas yang akan dilaksanakan.
Dalam hal ini tugas-tugas yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dapat
dibagi atas: Tugas-tugas yang berbasis lini, tugas staf, tugas yang berbasis
kelompok kerja, tugas yang bersifat khusus, dan tugas-tugas organisasi yang
berbasis projek. Bidang atau pembidangan pada dasarnya merupakan
pengelompokan tugas/ fungsi. Sub bidang hanya dapat dibuat, jika tugas-tugas
yang harus dilaksanakan oleh satu bidang menuntut pembuatan sub bidang,
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5dan jika pengelompokan tugas yang homogen dalam satu bidang sangat
dibutuhkan.  ( Pujiyono, 2006 : 52 )
Dalam melaksanakan pemberdayaan, pihak pemerintah kelurahan
sebagai organisasi perangkat daerah harus terlebih dahulu melihat semua
faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun
tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta
pemberdayaan yang akan dibuat haruslah pula dapat menjawab serta
memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di kelurahan yang
memerlukan pelayanan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang
menggambarkan good governance di kelurahan.
Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan dimana Penulis berdomisili
merupakan lokasi penelitian yang mempunyai daya tarik tersendiri, sesuai
dengan pentingnya fungsi penelitian hukum dan pengembangan ilmu hukum.
Lembaga pendidikan tingi sebagai lembaga ilmiah, mempunyai tiga
fungsi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (tri dharma
perguruan tinggi). Apabila benar-benar ingin berfungsi sebagai lembaga
ilmiah, maka kegiatan yang dilakukan dalam ketiga bidang tersebut haruslah
serasi atau proporsionil. Pendidikan hukum, kecuali untuk bertujuan untuk
merubah perilakunya mahasiswa, juga bertujuan agar mahasiswa mampu
merubah perilakunya sendiri. Penelitian hukum bertujuan untuk memberikan
kemampuan dan ketrampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui
kegiatan yang sistematis, metodelogis dan konsisten. Pengabdian masyarakat
merupakan pula suatu kegiatan yang mendukung pendidikan hukum, oleh
karena pengembangan ilmu hukum adalah untuk diamalkan kepada
masyarakat. (Soerjono Soekanto1986 : 46)
Penyaluran BLT kepada masyarakat melalui beberapa organisasi
pelaksana salah satunya pemerintah daerah yang mempunyai peran tersendiri,
termasuk kelurahan sebagai perangkat pemerintah daerah beserta lembaga
kemasyarakatan didalamnya. Penyaluran BLT di lingkungan Kelurahan
Laweyan Kecamatan Laweyan dimana Penulis berdomisili, mempunyai
kelebihan dan arti tersendiri, seperti yang telah disebut diatas mengenai
pengabdian masyarakat sebagai salah satu tri dharma perguruan tinggi,
diharapkan penelitian  dapat tercapai lebih obyektif dan lebih menarik untuk
diteliti, selain hal itu  dalam mencari dan menggali  data lebih mudah karena
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6pihak-pihak dalam penelitian seperti telah diketahui merupakan masyarakat
kelurahan dimana Penulis termasuk masyarakat didalamnya.
Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah sebagai unsur
pelayananan dalam hal ini penyaluran BLT, sangat penting bagi birokrat.
Pelaksanaan misi dan tugasnya agar dapat terwujud tujuan ke arah
keberhasilan, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Pemerintah kelurahan, dalam penelitian ini Pemerintah Kelurahan Laweyan
Kecamatan laweyan Kota Surakarta merupakan unsur pemerintah daerah yang
paling dekat dengan masyarakat termasuk Rumah Tangga Sasaran dalam
penyaluran BLT mempunyai peran tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas,
maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum
dengan judul “PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN
LAWEYAN KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA”.
B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang
penting, karena diperlukan untuk memberi kemudahan bagi Penulis dalam
membatasi permasalahan yang akan ditelitinya, sehingga dapat mencapai
tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang
diharapkan, berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka Penulis
merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah peran Pemerintah Kelurahan dalam penyaluran bantuan
langsung tunai di Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota
Surakarta ?
2. Hambatan apa yang dihadapi pemerintah Kelurahan Laweyan Kecamatan
Laweyan Kota Surakarta dalam penyaluran bantuan langsung tunai dan




Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat mengenai
sasaran yang dikehendaki dan dapat memberikan arah dalam pelaksanaan
penelitian tersebut. Adapun tujuan yang yang ingin dicapai Penulis melalui
penelitian ini adalah :
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui peran pemerintah kelurahan dalam penyaluran
bantuan langsung tunai di Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta;
b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah kelurahan
dalam penyaluran bantuan langsung tunai dan upaya yang dilakukan
pemerintah kelurahan dalam mengatasi hambatan dalam penyaluran
bantuan langsung tunai di Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk mendapatkan data dan informasi guna menyusun penulisan
hukum sebagai syarat yang harus ditempuh dalam memperoleh gelar
kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum  pada Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta;
b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan Penulis dalam Ilmu




Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat
tercapai.adapun manfaat ynag diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Manfaat Teoitis
a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu hukum
Pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya;
b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi;
c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang
berkepentingan dalam penyaluran bantuan langsung tunai itu sendiri;
d. Untuk mempraktekkan teori penelitian (hukum) yang telah Penulis
dapat  di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran pada
masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah
daerah umumnya pemerintah kelurahan pada khususnya kaitannya
dalam pelayanan masyarakat;
b. Untuk melatih penulisan hukum dalam mengungkap pemasalahan
yang ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga menunjang Ilmu




Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi
pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah. Metode penelitian
merupakan cara utama untuk memperoleh data secara lengkap dan dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat
tercapai. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai
pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu gejala
atau merupakan suatu cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari
ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
Istilah “metodelogi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan
ke”; namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan
kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :
1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.
(soerjono Soekamto,2007 : 5)
Sesuai dengan tujuan penelitian sebagai suatu prasyarat menyelesaikan
studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum, maka penelitiannya merupakan
penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan
untuk satu atau beberapa gejala tertentu, dengan jalan menganalisanya.
Pemeriksaan yang diadakan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut
untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan
yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Dengan demikian dapat kita
lihat bahwa metode penelitian memang penting. Beberapa hal yang






Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk
dalam jenis penelitian hukum empiris.
Penelitian Empiris adalah penelitian yang bertolak dari data empirik
berakhir dengan  penemuan teori-teori (middle-range theory maupun
grand theory), dimana kebenaran ditentukan reabilitas dan validitas data
dikumpulkan, diklasifikasikan dan diinterprestasi. Penelitian empiris
dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat
hukum yang sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
(Hilman Hadikusuma, 1995 :61)
2. Sifat Penelitian
Adapun sifat penelitian yang digunakan Penulis yaitu Deskriptif,
sifat penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia,
keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soerjana Soekanto, 1986 :10 )
3. Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan yang Penulis gunakan adalah pendekatan penelitian
secara yuridis sosiologis, yaitu jenis pendekatan yang mengungkapkan
aturan-aturan secara yuridis (hukum) yang dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris
dengan mencocokkan kenyataan dilapangan.
( Bambang Sunggono, 1997 : 76 )
4. Lokasi Penelitian
Lokasi yang di gunakan Penulis dalam melakukan penelitian guna
penyusunan penulisan ini adalah bertempat di Kantor Pemerintah
Kelurahan Laweyan , Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Selain itu
penulis juga memilih beberapa tempat Rukun Warga (RW) dan Rukun
Tetangga (RT) di wilayah Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan Kota
Surakarta sebagai salah satu lingkungan dimana RT dan RW sebagai
Lembaga Kemasyarakatan berada.
5. Jenis dan Sumber Data
Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau angka-
angka yang dapat dijadikan bahan untuk suatu sumber informasi,
sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk






Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara
langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau yang
diperoleh langsung dari responden yang berupa keterangan atau fakta-
fakta. (Soerjono Soekanto, 1986 : 12)
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu sudah
dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti yang
berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan yang ada hubungannya
dengan penelitian ini.
Sumber data yang dipergunakan Penulis dalam penelitian ini adalah :
a. Sumber Data Primer, yaitu sumber yang diperoleh dari lapangan
(lokasi penelitian). Semua pihak yang dapat memberi keterangan
mengenai segala hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam
penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Pejabat dan Staf
Kantor Kelurahan Laweyan, beberapa Kepala Rukun Warga dan
Kepala Rukun Tetangga di wilayah Kelurahan Laweyan, serta
beberapa warga masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai di
Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.
b. Sumber Data Sekunder adalah sejumlah keterangan atau kata-kata
yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan dokumen,
peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur hasil penelitian
dan lain-lain yang mendukung sumber data primer dan berkaitan
dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data sekunder ini
adalah dokumen-dokumen, laporan, arsip literatur hasil penelitian dan
lain-lain yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas





6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan
data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Untuk
memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka Penulis
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
a. Wawancara
Wawancara yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan
pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan
dengan permasalahan. Metode wawancara yang digunakan, metode
campuran dengan menggabungkan metode terpimpin (terstruktur)
dengan metode bebas (tidak terikat) dengan cara Penulis membuat
pedoman wawancara terlebih dahulu yang kemudian digunakan dalam
proses wawancara dengan pengembangan secara bebas sebanyak
mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh. Wawancara
dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pihak yang berkaitan
langsung dengan masalah penyaluran BLT bagi RTS (BLT-RTS)
dalam lingkup Pemerintah Kelurahan yaitu Pejabat dan Staf Kantor
Kelurahan di Kelurahan Laweyan dan juga dengan beberapa Kepala
Rukun Warga, Kepala Rukun Tetangga di wilayah kelurahan
Laweyan, serta beberapa warga masyarakat penerima bantuan
langsung tunai di Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota
Surakarta.
b. Studi Kepustakaan
Merupakan metode dengan jalan mencari keterangan-keterangan
teori-teori dan data lain yang diperlukan dalam pembahasan penelitian




7. Teknik Analisis Data dan Model Analisis
Langkah yang digunakan setelah memperoleh data adalah
menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting
dalam penelitian untuk mencapai tujuan penalitian. Data yang diperoleh
tersebut akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat
suatu kesimpulan yang merupakan suatu hasil akhir dari penelitian.
Adapun model analisis yang akan diguanakan Penulis adalah analisa
kualitatif model interaktif (interactive model of analysis) yaitu dengan
cara interaksi, baik antara komponennya, maupun dengan proses
pengumpulan data dalam proses yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini,
peneliti tetap bergerak diantara ketiga komponen analisis dengan proses
pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung.
Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara tiga
komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa
bagi penelitiannya. (H.B.Soetopo, 2002 : 94-95)
Setelah data terkumpul, maka ketiga komponen tersebut berinteraksi
dan apabila dirasa kesimpulan kurang kuat maka perlu ada verikasi dan
peneliti kembali mengumpulkan data lapangan. Apabila hal tersebut
digambarkan dalam diagram adalah sebagai berikut :
PENGUMPULAN
DATA










1. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan
abstraksi dari data fieldnote. Proses ini berlangsung terus sampai laporan
akhir penelitian selesai;
2. Pengajian data, adalah suatu rakitan organisasi informasi yang
memungkinkan kesimpulan research dapat dilakukan. Sajian data dapat
meliputi berbagai jenis matrik, gambar/skema, jaringan kerja, kaitan
kegiatan dan juga table;
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, dari awal pengumpulan data peneliti
harus sudah memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui mulai
melakukan pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-
pertanyaan.
F. Sistematika Penulisan Hukum
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika
Penulisan Hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam Penulisan Hukum, maka
Penulis menyiapkan suatu sistematika dalam Penulisan Hukum ini. Adapun
sistematika Penulisan Hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab
terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman
terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika Penulisan Hukum tersebut
adalah sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
Bab pertama ini, diuraikan mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
BAB II :  Tinjauan Pustaka
Dalam bab ini, dimulai dari kerangka teori yang akan menguraikan
tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan
diteliti. Kerangka teori terdiri atas Tinjauan tentang
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yang meliputi




asas pemerintahan daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah
didalamnya terdapat hubungan kewenangan, hubungan keuangan,
hubungan pengawasan serta hubungan dalam susunan organisasi
pemerintahan daerah, kemudian tinjauan tentang pemerintah
kelurahan yang meliputi pengertian tentang pemerintah kelurahan,
struktur organisasi dan tatakerja pemerintah kelurahan, kedudukan
dan tugas pemerintah kelurahan, kemudian tinjauan tentang
bantuan langsung tunai yang meliputi latar belakang dan sejarah
bantuan langsung tunai, tujuan dan sasaran bantuan langsung tunai,
organisasi pelaksana, mekanisme dan tahapan penyaluran bantuan
langsung tunai. Setelah kerangka teori dilanjutkan dengan
kerangka pemikiran.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini, Penulis menguraikan mengenai hasil penelitian yang
diperoleh di lapangan dan pembahasannya yang dihubungkan
dengan fakta dan data dari kepustakaan mengenai peran
pemerintah kelurahan dalam penyaluran bantuan langsung tunai di
Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan dan hambatan serta
upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyaluran
bantuan langsung tunai.
BAB IV : PENUTUP
Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai simpulan dan saran






1. Tinjauan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia.
Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan
falsafah negara dan undang-undang dasar yang dimilikinya. Indonesia
memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu,
Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara
yaitu Pancasila dan UUD 1945.
Dalam Pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa :”...maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”.
Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Kedaulatan ada
di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat tertinggi di Indonesia,
memegang kedaulatan rakyat.
Dalam penjelasan resmi UUD1945, yang umum, mengenai pokok
pikiran dalam Pembukaan UUD 1945, dikatakan bahwa”…negara yang
berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan
perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam undang-
undang dasar harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasarkan
permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat
masyarakat Indonesia. (C.S.T. Kansil, S.H. & Christine S.T.Kansil, S.M,
M.H., 2001:1-2 )
Dari uraian diatas jelas bahwa Republik Indonesia menganut
sistem pemerintahan demokrasi yang dinamakan demokrasi pancasila, sesuai
dengan dasar negara, yaitu Pancasila, dan UUD 1945 serta berkepribadian







Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kekuasaan
pemerintah negara menyatakan bahwa :
1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-Undang Dasar.
2) Dalam melaksanakan kewajiban presiden dibantu oleh satu orang
wakil presiden.
Dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 17
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :
1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.
Selain itu dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan tersebut, presiden juga dibantu oleh
pimpinan-pimpinan non departemen yang diangkat dan diberhentikan oleh
presiden. Lembaga negara dalam pemerintah pusat yaitu presiden, DPR,
MA, DPA dan BPK, disebut lembaga tinggi negara sedangkan MPR
disebut sebagai lembaga tertinggi negara. (Prof.drs.C.S.T. Kansil, S.H. &
Christine S.T.Kansil, S.M, M.H., 2001:2)
Sehubungan dengan hal itu Pasal 1 bagian 1 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :
“Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah presiden
Republik Indonesia  yang memegang kekuasaan pemerintah Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri. Pemerintah pusat
berkedudukan di Ibukota Negara Jakarta. Berdasar wewenang yang




pemerintahan. Jadi, pemerintahan yang diselenggarakan oleh presiden
bersama para pembantunya inilah yang disebut pemerintah pusat.
Dengan luasnya Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
tidak mungkin segala urusan ditangani oleh pemerintah pusat. Urusan
negara memerlukan adanya alat-alat perlengkapan negara, guna membantu
terwujudnya tujuan negara. Persoalan mengenai cara menyelenggarakan
pemerintahan yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, menimbulkan pembagian wilayah negara atas sejumlah
pemerintahan daerah.
b. Pemerintahan Daerah
Pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan
lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara,
pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan
negara seperti jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan jabatan
suprastruktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan
kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. Untuk menjalankan wewenang
atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan-lingkungan jabatan, harus
ada pemangku jabatan yaitu pejabat. Pemangku jabatan menjalankan
pemerintahan, Karena itu disebut pemerintah. Pemerintah juga dapat
diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksana
kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit, pemerintah sebagai
penyelenggara administrasi negara. (Bagir Manan 2001 : 101)
Pengertian tentang pemerintah daerah sendiri diatur dalam Pasal 18
UUD 1945. seperti yang kita ketahui bahwa UUD 1945 telah menjalani
beberapa kali amandemen. Dari tiap perubahan itu mengakibatkan
munculnya pengertian tentang pemerintah daerah yang berbeda-beda pula.
Sampai pada perubahan yang terbaru, terjadi perubahan yang mendasar
baik dari struktur dan substansi. Secara struktur, Pasal 18 lama sama sekali
diganti baru, yang semula hanya satu pasal menjadi tiga pasal (Pasal 18,




pula pada penjelasan yang selama ini dianggap sebagai suatu keganjilan di
dalam UUD 1945.
Perubahan Pasal 18 ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas
pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah
kabupaten dan kota (Ni’matul Huda, 2006: 302). Dari peryataan tersebut
jelas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dan tidak seperti dalam
pengertian yang terdahulu yang terkesan memberikan arti bahwa Indonesia
mempunyai semacam “negara bagian”.
Seiring dengan perubahan pasal tentang pengaturan pemerintah
daerah, maka muncul pula pengaturan mengenai pemerintah daerah yang
terbaru. Setelah undang-undang yang lama tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan, muncul Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah sebagai peraturan yang terbaru dari
sebelumnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa
pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sedangkan yang termasuk dalam pemerintah daerah itu sendiri adalah
gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi sekali lagi dijelaskan bahwa
pemerintah daerah tidak mempunyai arti yang sama dengan “negara
bagian” yang mempunyai kedaulatan sendiri.
Menurut J.Oppenheim Dalam Bukunya yang berjudul “Het
Nederlandsch Geeenterecht” Ciri-ciri pemerintahan daerah (Local




1) Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih baik dari pada
negara;
2) Adanya penduduk dalam jumlah mencukupi;
3) Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan
dari yang diuruskan oleh negara, akan tetapi yang demikian
menyangkut lingkungan itu sehingga penduduknya bergerak untuk
bersama berusaha atas dasar swadaya;
4) Adanya suatu organisasi yang memadai untuk penyelenggaraan
kepentingan-kepntingan itu;
5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.
Karena statusnya merupakan bagian negara, dengan demikian
pemerintah daerah atau lokal tidak mempunyai Undang-Undang  Dasar
sendiri. Segala sesuatunya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah
diatur oleh dan atas kuasa pemerintah negara.
Seperti yang telah disebutkan diatas pemerintah daerah di
Indonesia pada dasarnya diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi :
“Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan negara dan hak usul-usul dalam daerah-daerah yang bersifat
istimewa “.
Penjelasan Pasal 18 ini adalah sebagai berikut :
1) Oleh karena negara Indonesia itu suatu ennkeidstaat, maka Indonesia
tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat
juga, daerah-daerah yang otonom (Streek dan Locale Reacht
Gemeenshappen) atau daerah administrasi belaka susunannya menurut
aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah yang
bersifat otonom  akan diadakan badan pewakilan daerah  oleh karena
di daerah pula pemerintahan akan bersendikan atas dasar




2) Dalam territoir Negara Indonesia terdapat “Zelfbesturend
Landschappen” dan “volk Gemenscappen” seperti desa di Jawa dan
Bali, nagari di Minangkabau, marga di Palembang dan sebagainya.
Daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat
dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia
menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala
peraturan-peraturan negara yang mengenai darah-daerah itu akan
mengingati hak-hak usul-usul daerah tersebut. (Yuniarto, 1967: 71-72)
Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 beserta
penjelasan dapat diketahui :
1) Bahwa daerah Indonesia itu dibagi-bagi menjadi daerah-daerah besar
dan kecil daripada pemerintah lokal administrasif, maupun pemerintah
lokal yang mengurus rumah tangganya sendiri;
2) Bentuk susunan pemerintah lokal ini akan diatur dengan Undang-
undang;
3) Untuk daerah yang bersifat otonom maka harus diadakan dasar
permusyawaratan seperti dalam sistem pemerintahan negara, untuk ini
berarti daerah-daerah otonom harus juga diadakan pula Badan-Badan
Pemerintah Daerah;
4) Negara Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang bersifat
istimewa, lagi pula segala peraturan mengenai daerah itu akan
mengingati asal usul daerah tersebut.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk
menyelenggarakan otonomi dengan memberi kewenangan yang luas, nyata
dan bertanggung jawab kepada daerah, dengan lebih didukung sebagai
mana tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan




Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia. (Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, 2002: 1)
Dengan kesimpulan bahwa Perkembangan pemerintahan daerah
mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pada khususnya Pasal 18,
dengan demikian, sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor
XV/MPR/1998 tersebut diatas, penyelenggaraan otonomi daerah
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan
dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional
yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan
keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan
daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi, dalam wujud otonomi
yang luas, nyata dan bertanggung jawab, selain itu pemberian otonomi
kepada daerah dilakukan bersama –sama dengan  dekonsentrasi karena
dalam penyelenggaraan pemerintahan asas dekonsentrasi dan
desentralisasi sama pentingnya, apakah suatu urusan pemerintahan
didaerah akan tetap diselenggarakan oleh perangkat pemerintahan pusat
atas dasar dekonsentrasi, atau diserahkan kepada daerah sehingga menjadi
urusan otonomi pada daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan itu. (Prof.drs.C.S.T. Kansil, S.H. & Christine S.T.Kansil,
S.M, M.H., 2001: 9)
Maksud dari otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
mempunyai makna tersendiri, kewenangan otonomi luas adalah
keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang
mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan
dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan




untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang
secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di
daerah, sedangkan otonomi yang bertangung jawab adalah berupa
pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan
kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonom,
berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang
semakin  baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan
pemerataan, pemeliharaan hubungan serasi antara pusat dan daerah serta
antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan  Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1) Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
2) Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang
dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota;
3) Asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah
kabupaten, daerah kota dan desa.
c. Asas-Asas Pemerintahan Daerah
1) Asas Desentralisasi
Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda
redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama.
Dalam (Ni’matul Huda, 2006: 307) disebutkan beberapa definisi
desentralisasi. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan
wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk
mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah
tangganya sendiri. Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah
pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan
dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah
tangganya sendiri. Irawan Soejito, mengartikan desentralisasi adalah





Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan
sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari
pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah
tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga
daerah itu. (C.S.T Kansil, 2002: 3)
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2) Asas Dekonsentrasi
Ada beberapa pengertian tentang dekonsentrasi. Amrah
Muslimin mengartikan, dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian dari
kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang
ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan, dekonsentrasi adalah
pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya
sendiri. Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang
oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat-alat
perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya
yang terdapat di daerah. (Ni’matul Huda 2006 : 310)
Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan
wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala
instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di
daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat, baik
perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya. Unsur
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam
kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar belakang
diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan
pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut




Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3) Asas Tugas Pembantuan
Menurut Joeniarto, tugas pembantuan ialah tugas ikut
melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal
yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya
(Ni’matul Huda 2006 : 312).
Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas
turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan
kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung
jawabkannya kepada yang memberi tugas. (C.S.T Kansil 2002 : 4)
d. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
akan lebih sempurna bila kita merujuk dahulu pada bagaimana interaksi
yang terdapat didalam elemen-elemen pemerintah yang terdiri dari
interaksi vertikal dan interaksi horizontal antar elemen pemerintahan.
Interaksi vertikal dapat diartikan bahwa sifatnya dapat
berlangsung secara hierarkis oleh pemegang kekuasaan kepada lembaga-
lembaga dan wilayah lainnya yang dimana bertindak sebagai atau berdasar
superioritas, sementara ynag lain subordinat dari pusat kekuasaan tersebut,
interaksi ini merupakan bentuk yang paling klasik dan natural yang
digunakan oleh manusia.
Interaksi horizontal dalam pemerintahan yang dapat diartikan
dilakukan atas dasar kepemimpinan bersama (kolegial) bersifat mitra.
Interaksi horizontal dengan kepemimpinan yang lahir berdasarkan
konsensus atau kesepakatan bersama melalui mekanisme pemilihan oleh




konstitusi sebagai sentral regulasi. Interaksi antar elemen juga didasarkan
atas check and balance system, sehingga kontrol atas jalannya
pemerintahan dapat dilakukan secara kolektif. Akuntabilitas antar elemen
dapat lebih terjamin dibandingkan bertumpu pada standar-standar  baku
dengan interprestasi beberapa orang, interaksi macam inilah yang dapat
berlangsung lebih stabil apabila semua elemen dapat memainkan
fungsinya masing-masing secara maksimal dan proporsinal, dengan
spesialisasi fungsi sebagai ciri modern dalam pengelolaan pemerintahan,
hubungan antar elemen saling mendorong dan melengkapi, baik bagi
pemegang otoritas tertinggi maupun lembaga-lembaga itu sendiri.
(Muhadam Labolo, 2006 :35-39)
Model hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
secara teoritis menurut Clake & Stewart dapat dibedakan menjadi tiga :
1) The relative autonomi model memberikan kebebasan yang relatif besar
kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi
pemerintah pusat;
2) The agency model dimana pemerintah daerah tidak mempunyai
kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih
sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan
kebijakan pemerintah pusatnya;
3) The interaction model merupakan suatu bentuk model dimana
keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi
yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
(Ni’matul Huda, 2009: 13)
Persoalanan hubungan pusat dan daerah dalam negara kesatuan
dengan satuan ekonomi selain bertalian dengan cara-cara penentuan
urusan rumah tangga daerah, bersumber pula pada hubungan kewenangan,






Perubahan penting dan menarik dimana perkembangan
hubungan pusat dan daerah lebih demokratis ditandai dengan
perkembangan derivasi kewenangan yang lebih diwarnai oleh
desentralisasi dan dekonsentrasi. Hal ini bukanlah suatu proses yang
mudah oleh karena dua hal, yakni masalah kultur sosial politik
menghendaki desentralisasi yang seluas-luasnya, disisi lain pemerintah
pusat bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa ini sehingga
dituntut untuk dapat melakukan kontrol efektif.
Perbedaan fundamental pada UU No.32 Tahun 2004 sebagai
perubahan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,
dalam UU No.32 Tahun 2004 untuk daerah kabupaten dan kota tidak
lagi dikenal asas dekonsentrasi sehingga kedudukannya adalah murni
sebagai daerah otonom. Asas dekonsentrasi hanya dibatasi pada daerah
propinsi sebagai upaya pemerintah pusat untuk tetap dapat
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
otonomi daerah. Pola derivasi kewenangan seperti ini menyebabkan
tidak adalagi tingkatan-tingkatan daerah dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, masing–masing daerah  baik
provinsi,kabupaten dan kota memiliki kedaulatan yang sejajar. Namun
dengan tetapnya melekatnya asas dekonsentrasi di daerah propinsi,
propinsi tetap dapat melakukan kewenangan pusat dalam hal
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah oleh
daerah kabupaten dan kota. (Hari Sabarno, 2007:98)
Derivasi kewenangan tersebut sejalan bahwa dalam paham
demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena selain
sentralisasi dan dekonsentrasi diselenggarakan pula desentralisasi.
Dengan desentralisasi terjadi pembentukan dan implementasi yang
tersebar diberbagai jenjang pemerintahan subnasional, asas ini
bertujuan menciptakan keragaman dalam menyelenggarakan
pemerintahan sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat,
mengakomodasi keanekaragaman masyarakat sehingga terwujud




Setiap daerah berlomba untuk mencapai penyelenggaraan
desentralisasi atas dasar aspirasi masyarakat setempat, seluas-luasnya
namun desentralisasi tidak mungkin diselenggarakan tanpa sentralisasi,
karena desentralisasi tanpa sentralisasi akan menghadirkan
disintegrasi, oleh sebab itu daerah memerlukan bimbingan dan
pengawasan dari pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan
desentralisasi di daerah agar hal tersebut tidak menjadi kedaulatan atau
dengan sebutan lain menjadi negara dalam negara seperti yang
dikhawatirkan. (Ni’matul Huda, 2009: 13)
Sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas
pembantuan melibatkan distribusi urusan pemerintahan oleh
pemerintah dalam jajaran organ pemerintahan, pada hakekatnya urusan
pemerintah dibagi menjadi empat kelompok
1) Urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh
pemerintah tanpa asas desentralisasi. Berbagai urusan tersebut
diselenggarakan dengan asas sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan;
2) Sejumlah penyelenggaraan pemerintahan dengan asas
desentralisasi dengan tidak pernah secara eksklusif menjadi
wewengan daerah otonomi;
3) Bahwa urusan pemerintahan bersifat dinamis, urusan pemerintahan
yang pada saat lain mungkin dapat didesentralisasikan kepada
daerah otonom dan sebaliknya dengan faktor pertimbangan
sebelumnya;
4) Desentralisasi dalam arti penyerahan urusan pemerintahan hanya
dilakukan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Oleh karena itu
tidak terjadi penyerahan wewenang legislasi dari lembaga legislatif
dan wewenang yudikatif dari lembaga yudikatif kepada daerah




Sentralisasi, dekonsentrasi dan desentralisasi adalah konsep-
konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam
organisasi termasuk dalam organisasi negara. Menurut M.Faltas
terdapat dua kategori dalam pengambilan keputusan:
1) Keputusan politik/ political authority yaitu decision that are
allocative, the commit public funds, the corcive power of
governmental regulation and other public values, to authoritatively
chosen ends, dan
2) Keputusan administratip/ administrative authority yaitu decisions
of implementation about now and where resources have to be used,
who would quality for services resulting from the allocation and
whether the allocated resources have been properly used (Hanif
Nurcholis, 2005:2). Berkenaan dengan pengertian tersebut maka
keputusan politik sering disebut juga dengan keputusan alokasi
sedangkan keputusan administratip sering disebut pula dengan
keputusan pelaksanaan.
Desentralisasi oleh A.H.Manson  dibagi menjadi dua yaitu
desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi/ birokrasi.
Desentralisasi politik disebut juga dengan devolusi sedangkan
desentralisasi administratif disebut juga dengan dekonsentrasi. Baik
desentralisasi maupun dekonsentrasi merupakan instrumen dalam
bidang division of power. Maksud konsep tersebut merupakan konsep
administrasi yaitu bagaimana proses-proses kegiatan untuk mencapai
tujuan dilaksanakan dalam organisasi dan manajemen. Dengan
demikian menjadi jelas bahwa baik dekonsentrasi maupun
desentralisasi bermula dari sentralisasi dalam organisasi seperti yang
telah dikemukakan sebelumnya, konsep sentralisasi dan desentralisasi
bukanlah konsep yang dikotomis, tapi satu rangkaian. Baik
desentralisasi maupun dekonsentrasi merupakan instrumen dalam
bidang division of power, maksudnya kedua konsep tersebut




kegiatan untuk mencapai tujuan dilaksanakan dalam organisasi dan
manajemen, hal tersebut lebih menegaskan lagi bahwa baik itu
desentralisasi maupun dekonsentarasi bermula dari sentralisasi dalam
organisasi. Dalam organisasi negara tak ada yang sepenuhnya
sentralisasi maupun sepenuhnya desentralisasi karena implementasi
dari keduanya tetap dalam lingkup satu organisasi. (Hanif Nurcholis,
2005: 5)
Pada dasarnya kewenangan pemerintahan baik politik maupun
administrasi dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat, atas dasar
bahwa sebagai negara kesatuan Indonesia tidak mempunyai kesatuan-
kesatuan pemerintahan didalamnya yang mempunyai kedaulatan.
Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Indonesia dipengaruhi kebijakan desentralisasi yang melahirkan
pemerintah daerah dan sub-nasional lainnya. Firman, dalam
“Decentralization Reformand Local-Government Proliferationin
Indonesia” mengulas perkembangan pemerintah daerah di Indonesia.
Indonesia’s decentralization policy has also resulted in sub-
national (district, municipal, and provincial) fragmentation, in which
many local governments consider them selves the‘Kingdom of their
own authority’and provincial and central government have only alittle
right to intervene with their policies and practice of development.
Likewise, many local governments and local politicians have no
concern over the need for cooperating with neighboring districts or
municipalities for the purposes of larger regional development.
Obviously, local governments will not be able to bring about socio-
economic development with out such cooperation. In the past, during
the Suharto new order era, it did not present a problem, because local
governments simply obeyed the instructions of provincial and central
governments. The situation has changed greatly, as local governments
now have more authority and discretion to decide development
programs and practice by them selves. (Firman, 2009 :153)
Untuk efisiensi dan serta implementasi demokrasi luas dalam
penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi yang melahirkan
otonomi daerah perlu terdapat sinergi antara pemerintah daerah dengan
pusat dalam menjalankan kewenangannya masing-masing.




atau pun keputusan harus mempertimbangkan keberadaan daerah baik
itu unsur kedaerahan atau aspirasi masyarakat yang diwakili oleh
pemerintahan daerah, demikian halnya dengan pemerintah daerah
dalam menjalankan kewenangan pemerintahan tidak hanya
menyesuaikan dengan potensi daerah harus disertai dengan tidak
melanggar peraturan perundang-undangan sehingga terdapat sinergi
didalam penyelenggaraan pemerintahan bukan menuju kepada saling
bertentangan.
Sejalan dengan Benjamin Smith dalam “The Origins of
Regional Autonom in Indonesia: Experts and the Marketing of
Political Interests” memaparkan, The decision to enact wide-ranging
decentralization of a mix of political, administrative, and fiscal
authority is by nature a decision by politicians at the center to give
away control of power and resources. Given the reasonable
assumption that politicians would rather not dilute their own power,
this is a puzzling choice in need of explanation.Catherine Boone
argues that variations in the power and goals of rural elites shape the
choices available to central rulers. Her argument casts a valuable
light on such choices by placing in it the context of demands from the
countryside. It does rest, however, on a presumed demand from the
periphery, a presumption that she notes is partly a function of the
evolution of democratic politics. The further a country moves
temporally forward from a democratic transition, the more likely both
central and local elites are to be cognizant of both their own interests
and the balance of power between them. (Benjamin Smith, 2008 :215)
Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem negara kesatuan
adalah subdivisi pemerintahan nasional. Pemerintah daerah baru
mempunyai kewenangan pemerintahan setelah memperoleh
penyerahan dari pemerintah pusat (desentralisasi/ devolusi). Hubungan
kewenangan antara pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan ini




Pemusatan semua kewenangan pemerintahan pada pemerintah
pusat atau sentralisasi, yaitu pada presiden dan para menteri
(pemerintah pusat) tidak dibagi-bagi  kepada pejabatnya didaerah dan/
atau pada daerah otonom. Kewenangan yang dipusatkan pada
pemerintah pusat adalah kewenangan pemerintahan bukan
kewenangan lain (legislatif dan yudikatif). Kewenangan pemerintahan
terdiri dari kewenangan politik dan kewenangan administrasi, seperti
yang telah disebut diatas bahwa kewenangan politik adalah
kewenangan membuat kebijakan sedangkan kewenangan administrasi
adalah kewenangan menjalankan kebijakan.
Pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi yang
dapat diartikan menjauh dari pemusatan tidak berarti putus sama sekali
dengan  pusat. Desentralisasi erat kaitannya dengan administrasi, salah
satu bagian penting dari administrasi adalah organisasi dan sebuah
organisasi selalu terdiri atas jenjang hirarki. Pada setiap jenjang hirarki
terdapat pejabat yang betanggung jawab atas satuan organisasi yang
menjadi wewenangnya, misal gurbernur bertanggung jawab atas
penyelenggaraan pemerintahan propinsi, bupati bertanggung jawab
atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, dan walikota
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan kota.
Organisasi negara yang besar dan kompleks seperti Negara
Indonesia tidak akan efisien jika semua kewenangan politik dan
administrasi diletakkan pada puncak hirarki pemerintah pusat, karena
pemerintah pusat akan menenggung beban yang berat. Tidak cukup
juga jika hanya dilimpahkan secara dekonsentratif kepada para
pejabatnya di beberapa wilayah negara. Dengan tujuan untuk
implementasi yang lebih efisien dan akuntabel maka sebagian
kewewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang
organisasi yang lebih rendah, penyerahan sebagian wewenang kepada
jenjang organisasi lebih rendah tersebut yang dinamakan




pemerintah daerah meliputi wewenang politik dan wewenang
administrasi. Penyerahan wewenang tersebut menimbulkan otonomi,
jadi otonomi daerah adalah konsekuensi logis atas penerapan asas
desentralisasi pada pemerintah daerah. (Hanif Nurcholis, 2009:10)
Dalam rangka desentralisasi daerah otonom berada di luar
hirarki pemerintah pusat, sedangkan dalam rangka dekonsentrasi,
wilayah administrasi/field administration, berada dalam hirarki
pemerintah pusat. Desentralisasi menunjukkan model hubungan
kekuasaan antar organisasi, sedangkan dekonsentrasi menunjukkan
model hubungan intra organisasi.
Keberadaaan wilayah administrasi adalah akibat diterapkannya
asas dekonsentrasi, oleh karena itu di daerah terdapat suatu wilayah
yang merupakan wilayah kerja pejabat yang menerima sebagian
wewenang dari pejabat pusat. Wilayah kerja untuk pejabat pusat  yang
berada di daerah ini disebut wilayah administrasi. Wilayah
administrasi dapat disimpulkan adalah wilayah kerja pejabat pusat
yang menyelenggarakan kebijakan administrasi didaerah sebagai wakil
dari pemerintah pusat.
Dalam wilayah administrasi dengan dasar itu maka menteri
atau pejabat pusat menempatkan pejabatnya di daerah dengan wilayah
kerja tertentu, atau dengan kata lain wilayah administrasi adalah
wilayah/daerah kerja pejabat pemerintah pusat yang ditempatkan di
beberapa wilayah negara diluar kantor pusatnya. Pejabat yang
mengepalai wilayah administrasi adalah pejabat pusat dalam arti yang
mengangkat, memberhentikan, dan membina adalah pemerintah pusat.
Mengenai wilayah administrasi menurut UU No.32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah, hanya kecamatan yang masih
dipertahankan namun bukan lagi sebagai wilayah administratip tapi





Instansi vertikal berhubungan dengan wilayah administrasi dan
konsep dekonsentrasi, hubungan instansi vertikal dengan
pemerintah/departemen pusat adalah hirarkis dan sub ordinat, menurut
dekonsentrasi pejabat pusat membuat keputusan politik dan
pelaksanaannya dilimpahkan kepada pejabatnya di wilayah
administrasi. Instansi vertikal adalah lembaga pemerintah yang
merupakan cabang dari kementrian pusat yang berada di wilayah
administrasi sebagai kepanjangan tangan dari dari pemerintah pusat.
Disebut vertikal karena berada di bawah kontrol dan dibiayai
departemen pusat, karena diangkat diberhentikan dan dibina oleh
pejabat pusat maka pejabat tersebut bertanggung jawab kepada pusat
yang mengangkatnya.
Dalam tipologi pemerintahan daerah terdapat dua sistem/ tipe
yaitu sistem fungsional menyebutkan bahwa wilayah negara tidak
terdapat wilayah administrasi yang dipimpin oleh seorang kepala
wilayah administrasi seperti gurbernur, bupati, walikota, camat, lurah
karena yang ada adalah wilayah kerja (yuridiksi), kepala-kepala
instansi vertikal dipimpin oleh masing-masing kepalanya, sistem ini
sering menimbulkan masalah kordinasi horizontal. Setelah sistem
fungsional terdapat sistem prefektur menurut sistem ini dalam satu
perfektur terdapat :
1) Wilayah administrasi yang dipimpin oleh pejabat sebagai wakil
pemerintah pusat;
2) Wilayah kerja instansi vertikal yang dipimpin oleh kepala instansi
vertikal;
3) Daerah otonom yang dipimpin oleh kepala daerah otonom.
Pejabat tersebut merangkap dua status, pertama sebagai wakil
pemerintah pusat dan kedua sebagai kepala daerah otonom, sistem
pemerintahan kita menganut sistem prefektur terintegrasi pada tingkat




dan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah administrasi
propinsi yang dipimpinnya. (Hanif Nurcholis, 2009:26-28)
UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai
penyempurnaan dari UU No.22 tahun 1999, dalam Undang-Undang ini
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
adalah:




5) Moneter dan fiskal nasional;
6) Agama.
Sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
provinsi dan kabupaten/kota adalah diluar yang ditentukan untuk
pemerintah pusat tersebut yang mencakup:
1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2) Perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan tata ruang;
3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4) Penyedia sarana dan prasarana umum;
5) Penanganan bidang kesehatan;
6) Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial;
7) Penanggulangan masalah sosisal lintas kabupaten/kota;
8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9) Fasilitasi pengembangan kopersi, usaha kecil, dan menengah;
10) Pengendalian lingkungan hidup;
11) Pelayanan pertanahan;
12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14) Pelayanan administrasi penanaman modal;




16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.
Dengan demikian pemerintah pusat hanya memiliki
kewenangan enam bidang urusan pemerintahan, sedangkan
kewenangan selain bidang yang yang telah disebutkan tersebut
menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
Kewenangan daerah pusat adalah kewenangan yang bersifat
nasional, sedangkan kewenangan yang diserahkan kepada daerah
adalah kewenangan yang bersifat lokalitas (merupakan kepentingan
dan kebutuhan masyarakat setempat). Daerah diberi kebebasan untuk
menemukan kewenangan yang bersifat lokalitas tersebut menurut
prakarsanya sendiri.
Sesuai UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
kewenangan pemerintah sedikit tapi mendasar dan strategis, sedangkan
kewenangan daerah lebih besar. Daerah kota/kabupaten penerima
kewenangan terbesar, sedangkan daerah provinsi menerima
Pem. Pusat




5. Moneter dan fiskal nasional;
6. Agama.
Sisa kewenangan pusat yang
berskala provinsi dan bersifat lintas
kabupaten /kota
Sisa kewenangan pusat dan





Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah




kewenangan yang lebih bersifat koordinatif, pengawasan dan
pembinaan. Dasar pemikirannya adalah kabupaten/kota merupakan
unit pemerintahan yang langsung menangani masyarakat, dengan dasar
itu bobot kewenangan dititik beratkan pada unit pemerintahan ini.
Daerah provinsi diberi kewenangan koordinasi antar kabupaten/kota
yang berada dibawah koordinasinya, selain sebagai wakil pemerintah
pusat didaerah, gurbenur juga diberi kewenangan pengawasan dan
pembinaan terhadap kabupaten/kota.
Kewenangan pemerintah pusat lebih menekankan pada
penetapan kebijaksanaan yang bersifat norma, standar, kriteria, dan
prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada
kewenangan yang bertujuan :
1) Mempertahankan dan memelihara identitas danintegritas bangsa
dan negara;
2) Menjamin pelayanan umum yang setara bagi warga negara;
3) Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum
tersebut berskala nasional;
4) Menjamin keselamatan fisik dan non fisik yang setara bagi semua
waga negara;
5) menjamin pengadaan tekhnologi keras dan lunak yang langka,
canggih, mahal dan beresiko tinggi serta sumber daya yang
berkualitas tinggi tapi sangat diperlukan oleh bangsa dan negara
seperti tenaga nuklir, teknologi peluncuran catelit, dan teknologi
penerbangan;
6) Menjamin supremasi hukum nasional;
7) Menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan
kemakmuran rakyat. (Hanif Nurcholis, 2009: 81-82)
Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, pemerintah provinsi menganut asas dekonsentrasi sekaligus
asas desentralisasi. Berdasarkan asas dekonsentrasi maka propinsi
merupakan wilayah administrasi, dan hal tersebut merupakan implikasi
logis dari penerapan asas dekonsentrasi. UU No.32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah memberi pengertian pada dekonsentrasi
sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gurbenur
sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu. Dalam asas dekonsentrasi yang diserahkan adalah wewenang




tetap menjadi kewenanggan pemerintah pusat. Dalam kewenangan
administrasi terjadilah hubungan hirarki antara pemerintah pusat
dengan wilayah administrasi, dengan demikian wilayah administrasi
provinsi adalah bawahan/subordinat pemerintah pusat dan posisinya
tergantung pada pemerintah pusat.
Provinsi disamping menganut asas dekonsentrasi juga
menganut asas desentralisasi, dengan begitu maka provinsi menjadi
daerah otonom, “implikasi struktural dari diterapkannya asas
dekonsentrasi sekaligus desentralisasi membuat provinsi menjadi
wilayah administrasi sekaligus daerah otonom”. (Hanif Nurcholis,
2009:82)
Provinsi sebagai wilayah administrasi hanya menerima
kewenangan administrasi, bukan kewenangan politik, dari pemerintah
pusat. Kepala wilayah administrasi adalah wakil pemerintah pusat di
daerah, dengan demikian wilayah administratif hanya melaksanakan
kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat, menerima
kebijakan politik dari pemerintah pusat  dan kebijakan tersebut
dilaksanakan oleh gurbenur sebagai kepala wilayah administrasi.

















Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2001
Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, kewenangan yang
dilimpahkan kepada gurbenur selaku wakil dari pemerintah pusat
adalah :
1) Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan
Undang-Undang Dasar 1945 serta sosialisasi kebijakan nasional
didaerah;
2) Koordinasi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, sektoral,
kelembagaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
3) Fasilitas kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar Daerah
dalam wilayah kerjanya;
4) Pelantikan bupati/walikota;
5) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah dengan
daerah otonom di wilayahnya dalam rangka memelihara dan
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6) Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
7) Pengkondisian terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik,
bersih dan bertanggung jawab, baik yang dilakukan oleh badan
eksekutif  daerah maupun badan legislatif daerah;
8) Penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
9) Penyelenggaran tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang
tidak termasuk dalam tugas instansi lain;
10) Pengawasan represif terhadap peraturan daerah, keputusan kepala





11) Pengawasan pelaksanan administrasi kepegawaian dan karir
pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan
12) Pemberian pertimbangan terhadap pembentukan, pemekaran,
penghapusan, dan penggabungan daerah.
Dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
kewenangan provinsi telah ditetapkan secara jelas pada Pasal 13 ayat
1, bahwa urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintah daerah
provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:
1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2) Perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan tata ruang;
3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4) Penyedia sarana dan prasarana umum;
5) Penanganan bidang kesehatan;
6) Penyelenggara bidang pendidikan dan alokasi sumberdaya
potensial;
7) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
8) Pelayanan bidang ketenaga kerjaan lintas kabupaten/kota
9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
termasuk lintas kabupaten/kota;
10) Pengendalian lingkungan hidup;
11) Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13) pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14) Pelayanan administrasi penenaman modal termasuk lintas
kabupaten/kota;
15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota;





Disamping urusan wajib provinsi juga mempunyai urusan yang
bersifat pilihan, yaitu urusan yang nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan. Dalam UU No.32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah gurbenur tidak lagi dipilih
oleh DPRD seperti yang ada dalam UU No.22 Tahun 1999 yang telah
disempurnakan menjadi UU No.32 Tahun 2004 tetapi dipilih secara
langsung oleh  rakyat sebagai mana presiden, maka dari itu gurbenur
tidak bertanggung jawab kepada DPRD tapi kepada rakyat secara
langsung pula, mekanismenya gurbenur melaporkan pertanggung
jawaban kepada DPRD dan mempublikasikan laporan
pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat luas.
Provinsi juga menerima tugas pembantuan dari pemerintah
pusat sesuai h al tersebut diatas, tugas pembantuan diartikan sebagai
penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari daerah ke
desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan,
sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban
melaporkan pelaksanaannya dan pertanggungjawabannya kepada yang
menugaskan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan tugas Pembantuan yaitu
memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta
membantu pengembangan pembangunan bagi daerah.
Tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah provinsi
meliputi sebagian tugas politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama dan wewenang lain yakni
kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian
pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan
dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya




nasional. Jadi, tugas pembantuan yang diberikan pada provinsi adalah
kewenangan yang merupakan kompetensi pemerintah pusat.
Pasal 18 UUD 1945 antara lain menerangkan bahwa
pemerintah daerah terdiri atas daerah besar dan daerah kecil. Daerah
besar adalah pemerintah provinsi sedangkan daerah kecil adalah
pemerintah kota/kabupaten/desa. Dalam hal provinsi sebagai daerah
otonom maka pemerintah kabupaten/kota/desa bukanlah bawahan
pemerintah provinsi, akan tetapi dalam hal provinsi dalam
kedudukannnya sebagai wilayah administrasi maka pemerintah
kabupaten/kota/desa adalah bawahannya. Pemerintah kabupaten/kota
merupakan subordinat wilayah administrasi provinsi. (Hanif nurcholis,
2009:88)
Dalam hal provinsi sebagai daerah otonom, maka pemerintah
kabupaten/ kota adalah sesama daerah otonom, dan seperti yang
diketahui bukan hubungan hirarki antara atasan dan bawahan yang







Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota









Garis putus-putus antara pemerintah daerah provinsi dengan
pemerintah daerah kabupaten/ kota menunjukkan hubungan kordinasi
sesama daerah otonom. Sedangkan garis lurus yang diperlihatkan
antara wilayah administrasi provinsi dengan pemda kabupaten/kota
menunjukkan hubungan hirarkis. (Hanif Nurcholis, 2009:2004)
UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
menetapkan urusan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat wajib da
pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib mencakup urusan-urusan
dibawah yang berskala kabupaten/kota, sebagai berikut:
1) Perencanaan dan pengendalan pembangunan;
2) perencanaan, pengawasan dan pemenfaatan tata ruang;
3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4) Penyedia sarana dan prasarana umum;
5) Penanganan bidang kesehatan;
6) Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial;
7) Penanggulangan masalah social;
8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
10) Pengendalian lingkungan hidup;
11) Pelayanan Pertanahan;
12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan ;
14) Pelayanan administrasi penanaman modal;
15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan





Urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan
potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Sebagaimana halnya provinsi, kabupaten/kota juga menerima
tugas pembantuan dari pemerintah atasnya yaitu pemerintah pusat dan
provinsi tentunya sebagai daerah otonom. Tugas pembantuan yang
diberikan kepada pemerintah provinsi meliputi sebagian tugas politik
luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,
agama dan wewenang lain yakni kebijakan tentang perencanaan
nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana
perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga
perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya
manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang
strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Sedangkan tugas
pembantuan yang diberikan oleh provinsi sebagai daerah otonom
kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas dalam bidang
pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian
tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga
sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan
oleh kabupaten/kota.
Tugas pembantuan yang diberikan provinsi sebagai wilayah
administrasi kepada kabupaten/kota mencakup sebagian tugas dalam
dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gurbenur
sebagai wakil pemerintah. Kesimpulannnya tugas pembantuan yang
diberikan kepada kabupaten/kota adalah wewenang yang merupakan
kompetensi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi baik sebagai
daerah otonom maupun sebagai wilayah administrasi.
Pemerintah kabupaten/ kota memiliki DPRD yang dipilih
melalui pemilihan umum, merupakan lembaga pembuat kebijakan dan




rakyat kabupaten/kota setempat. Kepala daerah kabupaten disebut
bupati, kepala daerah kota disebut walikota keduanya bertanggung
jawab kepada DPRD bukan kepada presiden ataupun menteri dalam
negeri. Kedudukan bupati dan walikota adalah sebagai eksekutif
pemerintahan daerah, yang merupakan alat daerah otonom. Bupati/
walikota bertugas melaksanakan kebijakan daerah yang dibuat
bersama dengan DPRD sebagai perangkat daerah otonom, bukan
perangkat pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
2) Hubungan Keuangan
Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UUD
1945 adalah berdasar permusyawaratan/paham kerakyatan oleh karena
itu daerah mempunyai keleluasaan untuk mengatur dan mengurus
urusannya sendiri sesuai dengan kehendak dan kepentingannya. Untuk
dapat menyelenggarakan pemerintahan, diperlukan sumber keuangan
yang cukup, sumber keuangan yang utama bagi pemerintah daerah
adalah pajak dan retribusi, untuk itu pemerintah daerah diberi
kewenangan untuk mengatur pajak dan retribusi yang relevan.
Bagaimanapun pemerintah daerah tidak pernah mampu
membiayai dirinya dengan pajak dan retribusi yang dipungut. hal ini
terjadi karena urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
baik jumlah maupun kualitasnya terus bertambah mengikuti deret ukur
sementara peningkatan pendapatan melalui pajak dan retribusi
bertambah mengikuti deret hitung. Untuk itu, diperlukan dana dari
pusat dimana pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk membantu
daerah melalui subsidi dan dana perimbangan agar dapat
menyelenggarakan urusannya tanpa dikurangi keleluasaan dan
kebebasannya. (Hanif  Nurcholis, 2009: 65-66)
Agar pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung
jawab dapt berjalan baik, perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah harus diatur dengan undang-undang.
Daera perrlu diberi sumber-sumber pembiayaan yang cukup supaya
dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Biaya rumah tangga daerah




a. Pemerintah pusat dalam bentuk:
1) Subsidi, sumbangan atau bantuan pemerintah pusat;
2) Pinjaman luar negeri melalui pemerintah pusat;
3) Sumber-sumber penghasilan yang semula merupakan
wewenang pemerintah pusat, tetapi kemudian diserahkan
kepada pemerintah daerah.
b. Sumber-sumber keuangan di daerah sendiri berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, seperti:
1) Hasil pajak daerah;
2) Hasil retribusi daerah;
3) Hasil perusahaan daerah;
4) Dan lain-lain usaha daerah yang sah.
(Prof.drs.C.S.T. Kansil, S.H. & Christine S.T.Kansil, S.M, M.H.,
2001:11)
Suatu sistem hubungan keuangan pusat dan daerah hendaknya
dapat memberikan kejelasan mengenai berapa luas kewenangan yang
dimiliki pemerintah daerah dalam kebebasannya untuk mengadakan
pungutan-pungutan, menetapkan tarif dan ketentuan-ketentuan,
penetapan sanksi dan seberapa luas kebebasan pemerintah daerah
menentukan besaran dan arah pengeluarannya. Masalah keuangan
pusat dan daerah dapat dipecahkan apabila masalah pembagian tugas
dan kewenangan antara pusat dan daerah juga dipecahkan dengan
jelas. (Ni’matul Huda,2009: 19)
3) Hubungan Pembinanaan dan Pengawasan
Pengawasan sangat diperlukan agar kebebasan daerah akibat
otonomi tidak meluncur jauh sehingga terlepas dari negara kesatuan.
Pengawasan dan pembinanan bukan bertujuan untuk mengekang
kinerja tapi untuk meningkatkan kinerja maka dari itu harus terdapat
keseimbangan dalam regangannya dalam artian tidak terlalu kendor
dan tidak terlalu kencang karena jika terlalu kendor daerah bisa lepas
tapi jika terlalu kencang daerah tidak bisa bernapas. Sejalan dengan
paradigma demokratisasi pemerintahan daerah maka pengawasan






Pengawasan pusat untuk menangguhkan, menunda, dan
membatalkan peraturan perundang-undangan yang dibuat daerah,
baik itu Perda, Peraturan Kepala Daerah, Surat Keputusan Kepala
Daerah, dan lain-lain bisa ditangguhkan, ditunda, atau bahkan
dibatalkan oleh pemerintah pusat jika dinilai bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau
bertentangan dengan kepentingan umum. Untuk peraturan daerah
dilakukan oleh pemerintah pusat dan mahkamah agung. Untuk
Surat Keputusan Kepala Daerah oleh Peradilan Tata Usaha Negara.
b.) Pengawasan Preventif
Pengawasan yang bersifat pencegahan agar Peraturan
Daerah yang dibuat tidak boleh menyimpang dari koridor dan
rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dengan
tujuan agar pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah
dapat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan kepentingan umum. (Hanif Nurcholis, 2009: 64)
Selain pengawasan preventif dan represif terdapat pula
pengawasan umum yang dilakukan pemerintah pusat terhadap
pemerintah daerah meliputi tugas dan kewenangan :
1) Bidang pemerintahan ;
2) Bidang kepegawaian;
3) Bidang keuangan dan peralatan;
4) Bidang pembangunan;
5) Bidang perumahan daerah;
6) Bidang yayasan dan lain-lain yang ditetapkan oleh menteri dalam
negeri.
Seperti yang telah disebutkan diatas tujuan dari pengawasan itu
sendiri yaitu agar terwujud jalannnya penyelenggaraan pemerintahan




negeri dan kepala wilayah, yaitu gurbenur, bupati, walikota/kepala
daerah sebagai pemerintah di daerah.
Dalam menjalankan pengawasan umum:
1) Menteri dalam negeri dibantu oleh inspektorat jendral;
2) Gurbenur dibantu inspektur daerah;
3) Bupati walikota dibantu oleh pejabat yang ditentukan.
(Prof.drs.C.S.T. Kansil, S.H. & Christine S.T.Kansil, S.M, M.H.,
2001: 12-13)
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan tersebut dikeluarkan
PP No.20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sebagai peleksanaan Bab XII
UU No.22 tahun 1999, PP No.20 Tahun 2001 ini menjelaskan yang
dimaksud dengan pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah
pusat terhadap pemerintah daerah meliputi pemberian pedoman,
bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. Pemerintah pusat
memberikan pedoman dalam hal pertanggung jawaban, laporan, dan
evaluasi atas akuntabilitas kinerja kepala daerah. Pemerintah pusat
memberikan bimbingan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja
pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat memberikan
pelathan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia aparat
pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Pemerintah
pusat memberikan arahan terhadap penyusunan rencana, program dan
kegiatan/ proyek yang bersifat nasional dan regional sesuai dengan
periodisasinya, dan pemerintah pusat melakukan supervisi terhadap
pelaksanaan pemerintahan daerah.
Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut pemerintah pusat dapat
melimpahkan wewenangnya kepada gurbernur sebagai wakil
pemerintah didaerah sebagai konsekuensi asas dekonsentrasi sesuai
dengan PP No.20 Tahun 2001 Pasal 3, gurbernur melaksanakan




karakteristik masing-masing daerah otonom. Dalam melaksanakan
pembinaan tersebut gurbenur memberikan:
1) Penjabaran pedoman penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/
kota, termasuk pertanggungjawaban, laporan dan evaluasi atas
akuntabilitas kinerja bupati dan walikota;
2) Bimbingan lebih lanjut terhadap penyusunan prosedur dan tata
kerja pelaksanaan pemerintahan kabupaten/kota;
3) Pelatihan terhadap sumber daya aparat pemerintahan
kabupaten/kota;
4) Arahan lebih lanjut tentang penyusunan rencana, program dan
kegiatan/ proyek yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam
provinsi yang bersangkutan, sesuai dengan periodisasinya mengacu
kepada kebijakan pemerintah serta penyelesaian perselisihan antar
daerah;
5) Supervisi terhadap pelaksanaan pemerintahan kabupaten/kota.
Penanggung jawab pembinaan pemerintahan daerah adalah
presiden, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri dan
pimpinan lembaga pemerintah non departemen sebagai pembantu
presiden. Dalam pelaksanan pembinaan agar tercapai keterpaduan
pembinaan diperlukan kordinasi diantara pembantu presiden tersebut,
koordinasi ini  terutama dengan menteri dalam negeri, dengan dasar
pertimbangan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
disampaikan kepada presiden melalui menteri dalam negeri.
Dalam hal subyek yang melakukan pengawasan maka
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
dilakukan oleh:
1) Pengawasan eksternal pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat
dan Badan Pemeriksa keuangan;
2) Pengawasan internal yaitu pengawasan oleh pemerintah daerah
sendiri;




4) Pengawasan oleh masyarakat sendiri;
5) Pengawasan oleh lembaga yudikatif/ peradilan dalam hal ini
mahkamah agung dan peradilan tata usaha negara serta pengadilan
umum/ pidana terkait kasus korupsi yang dilakukan pejabat
pemerintah daerah. (Hanif  Nurcholis, 2009:196-211)
Pengawasan dan bidang pengawasan tersebut, kompetensi dan
wewenang untuk melakukan pengawasan didasari dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud seperti yang telah
disebutkan diawal bukan untuk mempersulit kinerja pemerintahan
dearah akan tetapi meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
4) Hubungan dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah
Pemerintahan itu diselenggarakan (diprakarsai, dibicarakan,
disepakati/diputuskan, dilaksanakan, dan diawasi oleh para wakil
rakyat (DPRD) yang dipilih warga lokal, oleh kepala daerah yang
dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada wakil rakyat dan jajaran
birokrasi daerah yang tunduk dan bertanggung jawab kepada kepala
daerah dan DPRD. (Hari Sabarno, 2007:110)
Dalam pandangan lain, pemerintah adalah “segenap alat
perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang
berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara” tujuan tersebut
merupakan tujuan yang disepakati/ diinginkan bersama. Pemerintahan
dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika),
struktur fungsional, maupun tugas kewenangannya. Struktur
fungsional menyangkut pemerintahan sebagai perangkat fungsi Negara
satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan
melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara.
(Muhadam Labolo, 2006: 24)
Susunan organisasi pemerintahan terdiri atas dua susunan;
susunan luar dan susunan dalam. Susunan luar yaitu susunan
organisasi pemerintahannya seperti provinsi, kabupaten/kota, dan desa.




pemerintahan khususnya alat-alat kelengkapan  pemerintahan daerah
seperti DPRD dan kepala daerah.
Menurut UUD 1945 susunan pemerintahan daerah terdiri atas:
daerah kecil dan daerah besar, daerah besar adalah provinsi sedangkan
daerah kecil adalah kabupaten/kota dan desa. Baik daerah besar
maupun daerah kecil harus dibentuk sebagai pemerintahan daerah
dengan mengingat dasar permusyawaratan, harus berdasarkan sendi
demokrasi. Dengan demikian, maka daerah besar maupun kecil adalah
daerah yang susunan organisasi pemerintahannnya berlandaskan
prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi mengandung arti bahwa daerah
besar (provinsi) daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) dalam aspek
politiknya menerapkan asas otonomi dan dalam aspek administrasinya
menerapkan aspek desentralisasi. (Hanif  Nurcholis, 2009:65)
Konsekuensi dari susunan pemerintahan daerah tersebut
melahirkan hubungan pusat-daerah yang desentralistik. Pemerintahan
daerah mempunyai keleluasaan dan kebebasan mengatur dan
mengurus urusannya sendiri sesuai dengan keinginannya dan
kepentingannya. Pemerintah pusat lebih sebagai pengarah, pembina,
dan pengawas pemerintah daerah.
Susunan dalam organisasi pemerintahan daerah terdiri atas
kepala daerah dan DPRD, kepala daerah yang diangkat dan
bertanggung jawab kepada DPRD. Sedangkan DPRD semua
anggotanya dipilih secara bebas oleh rakyat melelui pemilu. Paham
kerakyatan terlaksana pada pemerintahan daerah karena kepala daerah
bertanggung jawab kepada rakyat yang diwakili oleh DPRD, bukan
kepada presiden melalui menteri dalam negeri.
Dengan susunan dalam pemerintahan daerah seperti itu maka
mekanisme hubungan pusat dan daerah adalah hubungan sesama badan
publik dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam prinsip
ini hubungan pusat dan daerah bukan hubungan atasan dan bawahan




Pengawasan  pusat terhadap daerah semata-mata hanya karena adanya
peraturan perundangan-undangan yang mengatur untuk itu.
Dalam sistem administrasi pemerintahan daerah yang dapat
diartikan kesatuan utuh antara berbagai komponen dalam
pemerintahan daerah yang melakukan proses perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai
tujuan pemerintahan daerah, dimana semua aspek tersebut termuat
dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
menyebutkan antara lain susunan luar pemerintahan daerah terdiri atas
pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Pemerintah
provinsi adalah daerah otonom sekaligus sebagai wilayah administrasi
berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi.
Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintah daerah
membentuk sekretariat daerah. Untuk pemerintah provinsi, sekretarit
daerah sekaligus juga sebagai sekretariat wilayah. Pemerintah daerah
juga membentuk dinas-dinas daerah dan lembaga-lembaga tekhnis
sebagai pelaksana kebijakannya.
Organisasi pemerintahan daerah yang menyelenggarakan
kegiatan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan negara pada
lingkup daerah adalah pengertian birokrasi lokal, yang terdiri dari
Kepala daerah beserta aparaturnya. Pada daerah provinsi berarti
gurbenur beserta aparaturnya :sekretaris daerah dan bawahannya,
kepala biro dan bawahannya, kepala dinas dan bawahannya, kepala
kantor dan bawahannya, kepala badan dan bawahannya, direktur
BUMD dan bawahannya. Pada daerah kabupaten/kota berarti
bupati/walikota dengan dan aparaturnya: sekretaris ddaerah dan
bawahannya, kepala dinas dan bawahannya,kepala kantor dan
bawahannya, kepala badan dan bawahannya, camat dan bawahannya,




Pengertian birokrasi sendiri merujuk pada hubungan rasional
sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, dalam wujud
konkritnya hubungan tersebut diwadahi dalam organisasi. Agar
hubungan dalam organisasi tersebut berjalan efektif maka hubungan
tersebut harus diatur secara rasional, pertama: harus diatur dalam
bentuk peraturan, kedua: harus dibuat jenjang tata hirarki dan tingkat
kewenangannya, yang berada pada tingkat atas mempunyai
kewenangan dan mengendalikan tingkat bawahnya, Ketiga: harus
didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis, Keempat: orang yang
menduduki jabatan dalam organisasi tersebut harus orang yang terlatih,
kelima: hubungan kerja diantaranya didasarkan pada hubungan-
hubungan yang tidak bersifat pribadi tetapi didasarkan pada hubungan
impersonal.
Semua aparatur pemerintah daerah diluar kepala daerah yang
duduk dalam birokrasi lokal disebut birokrat lokal. Kedudukan dan
tugas pokok birokrasi lokal sebagai pelaksana kebijakan pemerintah
daerah, baik yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah yang
bersangkutan maupun pemerintah pusat. Sedangkan fungsinya adalah
memberikan pelayanan publik demi mewujudkan kesejahteraan
masyarakat daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini memberikan
pelayanan publik secara profesional, pembangunan infra struktur
ekonomi,dan penciptaan ketentraman, ketertiban dan keamanan
masyarakat. (Hanif Nurcholis,2009: 29-30)
Organisasi bisa diartikan sebagai wujud konkrit dari sistem
aturan atau proses yang terstruktur, sedangkan proses yang terstruktur
sendiri merupakan pengertian dari lembaga, maka kesimpulannya
organisasi adalah wujud konkrit dari lembaga yang bersifat abstrak,
melalui wujud organisasi inilah , lembaga pemerintahan pemerintahan
daerah menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan.
Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah dan




daerah. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah yang
menyelenggarakan pemerintahan didaerahnya serta sebagai lembaga
yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. “Dalam wujud
konkritnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi
pemerintahan” (Hanif Nurcholis, 2009:117), beserta Perangkat Daerah
lainnya :
a) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah
merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan
Pancasila. DPRD sebagai badan legislatif daerah, berkedudukan
sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Dalam
kedudukannya sebagai badan legislatif daerah , DPRD bukan
merupakan bagian dari pemerintah daerah. Alat kelengkapan
DPRD terdiri atas pimpinan, komosi-komisi dan panitia-panitia.
DPRD membentuk Fraksi-Fraksi yang bukan merupakan alat
kelengkapan DPRD
b) Kepala Daerah
Setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah sebagai kepala
eksekutif dengan dibantu seorang wakil kepala daerah. Kepala
daerah propinsi disebut gurbenur. Dalam mejalankan tugas dan
kewenangan sebagai kepala daerah , gurbenur bertanggung jawab
pada DPRD propinsi. Dalam kedudukannya sebagai wakil
pemerintah, gurbenur berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada presiden. Kepala daerah kabupaten disebut bupati. Kepala
daerah kota disebut walikota. Dalam menjalankan tugas dan
kewenangan selaku kepala daerah, bupati/walikota bertanggung
jawab kepada DPRD kabupaten/ kota.
c) Perangkat Daerah
Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas
daerah, dan lembaga tekhnis daerah lainnya sesuai dengan




dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
pemerintah.
Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.
Sekretaris daerah propinsi diangkat oleh gurbenur atas persetujuan
Pimpinan DPRD dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
Sekretaris Daerah Propinsi karena jabatannya adalah Sekretaris
wilayah administrasi. Sekretaris daerah kabupaten/kota diangkat
oleh bupati/walikota atas persetujuan pimpinan DPRD dari
pegawai negeri sipil yang Memenuhi syarat.
Sekretaris daerah berkewajiban membantu kepala daerah
dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerjasama
dengan dinas, lembaga tekhnis dan unit pelaksana lainnya.
Sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya,
tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk
oleh kepala daerah.
Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah,
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala
Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada daerah
melalui Sekretaris Daerah.
Penyelenggaraaan wewenang yang dilimpahkan oleh
pemerintah kepada gubenur selaku wakil pemerintah dalam rangka
dekonsentrasi dilaksanakan oleh dinas propinsi, penyelenggaraan
bidang pemerintahan yang menjadi wewengan pemerintah
dilakukan oleh instansi vertikal.
Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan
daerah kota yang dipimpin oleh camat. Camat diangkat oleh
bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari
pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Camat menerima




Camat betanggung jawab kepada bupati/walikota. Pembentukan
kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin
oleh Lurah. Lurah diangkat dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi syarat oleh Bupati/ Walikota atas usul Camat. Sekretaris
daerah kota/kabupaten memberi pertimbangan kepada
walikota/bupati dalam proses pengangkatan lurah. Lurah menerima
pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari camat. Camat
dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada lurah. Lurah
bertanggung jawab kepada camat. Pembentukan kelurahan
ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Kelurahan
a. Pengertian Pemerintah Kelurahan
Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah Bagian 9 Pasal 127 menyebutkan
pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut :
(1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda
berpedoman pada peraturan pemerintah.
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan dari bupati/walikota.
Sedangkan pengertian kelurahan menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Bab I dalam
Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan :
“Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah
kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan”.
Pembentukan kelurahan diatur tersendiri dalam Bab II
Pasal 2 sebagai berikut:




(2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian
kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu
kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.
(3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :
a. Jumlah penduduk;
b. Luas wilayah;
c. Bagian wilayah kerja;
d. Sarana dan prasarana pemerintahan.
(4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dihapus atau digabung.
(5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau
lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan
dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan
peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada
peraturan menteri.
b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan
Pasal 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159
Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan menyebutkan
bahwa susunan organisasi pemerintah kelurahan, antara lain :
(1) Kelurahan terdiri dari lurah, sekretaris kelurahan dan seksi
sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
(2) Struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana




Pasal 6 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 159
Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi kelurahan menyebutkan
bahwa Tata kerja Pemerintah Kelurahan, antara lain :
(1) Setiap pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan
mengawasi bawahannya masing-masing.
Sedangkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tentang Kelurahan menyebutkan mengenai susunan organisasi
kelurahan sebagai berikut
(1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan
(2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya
4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada
lurah.
(4) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi
dari pegawai negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah
kabupaten/kota atas usul camat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata
kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur
dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
Tata kerja kelurahan diatur dalam BAB V Peraturan
Pemerintah nomor 73 tahun 2004 Tentang Kelurahan, antara lain :
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan






(1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi masing masing
(2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan
mengawasi bawahannya masing-masing.
Struktur tata pemerintah kelurahan ditinjau dari Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 159 tahun 2004 Tentang Pedoman
Organisasi Kelurahan
LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI
NOMOR : 159 TAHIN 2004
TANGGAL : 24 Juni 2004
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Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No.159 Tahun 2004
Struktur tata Pemerintah kelurahan ditinjau dari Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang
Kelurahan yang secara rinci mengatur tentang kelurahan adalah
sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 127 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Susunan organisasi kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat









kelurahan. Sedangkan unsur-unsur perangkat kelurahan terdiri atas;
sekretaris kelurahan, seksi-seksi, yang terdiri dari: seksi
pemerintahan dan penyuluhan umum, seksi pembangunan, seksi
ketentraman dan ketertiban, dan seksi pemberdayaan masyarakat,
dan staf  kelurahan.
Sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 2005 Tentang Kelurahan, khususnya BAB VII mengenai
lembaga kemasyarakatan, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa lembaga
kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam
memberdayakan masyarakat. Contoh lembaga kemasyarakatan
adalah rukun tetangga (RT), pemberdayaan dan kesejahteraan
keluarga (PKK), lembaga adat, karang taruna, lembaga
pemberdayaan masyarakat (LPM), forum kemitraan polisi
masyarakat (FKPM), dan sebagainya.
c. Kedudukan dan Tugas Pemerintah Kelurahan
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
Tentang Kelurahan Bab III Kedudukan dan Tugas Kelurahan
sebagai berikut :
Pasal 3
(1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota yang
berkedudukan di wilayah kecamatan.
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh





(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh
bupati/walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil.
(4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. Pangkat/ golongan minimal penata (III/ c);
b. Masa kerja minimal 10 tahun;
c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan
memahami sosial budaya masyarakat setempat.
Pasal 4
(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah
melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
bupati/walikota.
(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan
memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan
personil.
(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota dengan
berpedoman pada peraturan menteri.
Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, lurah mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. Pemberdayaan masyarakat;
c. Pelayanan masyarakat;




e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
3. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Langsung Tunai
a. Latar Belakang dan Sejarah Bantuan Langsung Tunai
Pada 1 Oktober 2005, pemerintah menetapkan kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka mengurangi beban
subsidi. Tingkat kenaikan harga BBM kali ini tergolong tinggi
dibanding kenaikan-kenaikan harga sebelumnya, yaitu bensin:
87,5%, solar: 104,8%, dan minyak tanah: 185,7%. Keputusan ini
diambil dengan latar belakang:
1) Peningkatan harga BBM yang sangat tinggi di pasar dunia
sehingga berakibat pada makin besarnya penyediaan dana
subsidi yang dengan sendirinya makin membebani anggaran
belanja negara;
2) Pemberian subsidi selama ini cenderung lebih banyak
dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas.  Perbedaan
harga yang besar antara dalam dan luar negeri memicu
terjadinya penyelundupan BBM ke luar negeri.
Kenaikan harga BBM menambah beban hidup masyarakat.
Mereka tidak hanya menghadapi kenaikan harga BBM, tetapi juga
kenaikan berantai berbagai harga barang dan jasa kebutuhan
sehari-hari. Berbagai kenaikan tersebut menyebabkan penurunan
daya beli masyarakat, terlebih rumah tangga miskin.
Untuk mengurangi beban tersebut, pada 10 September 2005
pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun
2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada
Rumah Tangga Miskin
Rumah tangga miskin didefinisikan sebagai rumah tangga
yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan Rp175.000 atau




Melalui program yang kemudian dikenal sebagai “Subsidi
Langsung Tunai” atau lebih dikenal dengan bantuan langsung tunai
(BLT) ini pemerintah menyediakan dana bantuan bagi sekitar 15,5
juta rumah tangga miskin. Besarnya dana adalah Rp100.000 per
keluarga per bulan dan diberikan setiap tiga bulan. Pada
penyaluran tahap pertama yang direalisasikan sejak 1 Oktober
2005 pemerintah menyediakan dana sebesar Rp4,6 triliun.
Penyaluran dana kepada rumah tangga miskin dilakukan oleh PT
Pos Indonesia melalui kantor cabangnya di seluruh Indonesia.
Belajar dari pengalaman di masa lalu, pelaksanaan
penyaluran dana kompensasi subsidi BBM selalu menghadapi
berbagai permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan
dan penilaian dini terhadap pelaksanaan program SLT guna
mencari jalan keluar dari berbagai kendala dan kelemahan teknis di
lapangan.
Inpres Nomor 12 Tahun  2005 tentang Pelaksanaan
Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin,
dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Inpres nomor 3 Tahun
2008 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada
Rumah Tangga Sasaran. Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2008
tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai
Untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS) dalam rangka
kompensasi pengurangan subsidi BBM, maka Menteri Sosial
mendapat mandat:
a. Menjadi kuasa pengguna anggaran dalam pelaksanaan
pemberian Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga
Sasaran;
b. Mengusulkan kebutuhan pendanaan kepada Menteri Keuangan
sesuai data rumah tangga untuk program pemberian Bantuan
Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran yang disediakan




c. Segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah
Tangga Sasaran sesuai program yang telah disusun oleh
Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung
tunai sebagaimana dimaksud pada huruf c.
Komitmen nasional adalah mewujudkan pelaksanaan
Program Bantuan Langsung Tunai dalam rangka kompensasi
pengurangan subsidi BBM, harus langsung menyentuh dan
memberi manfaat langsung kepada masyarakat miskin,
mendorong tanggung jawab sosial bersama serta dapat
menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat terhadap perhatian
Pemerintah kepada masyarakat miskin.
b. Tujuan dan Sasaran Bantuan Langsung Tunai
Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah
Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi
BBM adalah:
a. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya;
b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin
akibat kesulitan ekonomi;
c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.
Penerima bantuan langsung tunai adalah Rumah Tangga
Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil
pendataan oleh BPS. yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin
(poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga





Pelaksana program BLT-RTS adalah Departemen Sosial
selaku kuasa pengguna anggaran dibantu oleh pihak-pihak terkait
yang telah ditetapkan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai
Untuk Rumah Tangga Sasaran. Penyaluran BLT-RTS merupakan
suatu bentuk kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas
pokok masing masing, sehingga masing-masing lembaga
bertanggungj awab terhadap kelancaran bidang tugas masing-
masing, dengan maksudkan untuk mempercepat proses penyaluran
dana BLT-RTS kepada kelompok sasaran sehingga
pemanfaatannya menjadi lebih optimal.
Untuk meningkatkan sinergi pelayanan yang maksimal,
maka masing-masing lembaga saling berkoordinasi. Dalam
pelaksanaan program BLT-RTS difasilitasi penyediaan Unit
Pelaksana Program BLT (UPP-BLT) dari tingkat pusat sampai
dengan kecamatan
lembaga tesebut antara lain :
1) Departemen Sosial;
2) PT. Pos Indonesia;
3) Bank Rakyat Indonesia;
4) Badan Pusat Statistika;
5) Dinas/ Instansi Sosial Propinsi;
6) Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/ Kota;
7) Kecamatan;
8) Desa/ Kelurahan;




Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan
penyaluran dana BLT-RTS, dibentuk Tim Pengendali terpadu yang
terdiri dari unsur :
a. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
c. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
d. Menteri Keuangan;
e. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
f. Menteri Sosial;
g. Menteri Dalam Negeri;
h. Menteri Komunikasi dan Informatika;
i. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
j. Jaksa Agung RI;
k. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
l. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
m. Kepala Badan Pusat Statistik;
n. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
o. Para Gubernur;



























Mekanisme Hubungan Kelembagaan Antar Pihak Dalam Penyaluran BLT
Sumber: Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah

































Sumber: Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran,
Departemen Sosial Republik Indonesia.
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d. Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Bantuan langsung Tunai
Secara umum, tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan
penyaluran dana BLT-RTS adalah:
1) Sosialisasi program BLT, dilaksanakan oleh Departemen
Komunikasi dan Informatika, Departemen Sosial, bersama
dengan Kementerian/Lembaga di Pusat bersama-sama
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Aparat
Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
(Karang Taruna, Kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA),
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat;
2) Penyiapan data Rumah Tangga Sasaran dilaksanakan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS Pusat). Daftar nama dan alamat
yang telah tersedia disimpan dalam system database BPS,
Departemen Sosial dan PT Pos Indonesia;
3) Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat Rumah Tangga
Sasaran dari BPS Pusat ke PT Pos Indonesia;
4) Pencetakan KKB Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah
Tangga Sasaran (KKB) berdasarkan data yang diterima oleh PT
Pos Indonesia;
5) Penandatanganan KKB oleh Menteri Keuangan Republik
Indonesia;
6) Pengiriman KKB ke Kantor Pos seluruh Indonesia
7) Pengecekan kelayakan daftar Rumah Tangga Sasaran di tingkat
Desa/ Kelurahan;
8) Penerima Program Keluarga Harapan juga akan menerima
BLT-RTS, sehingga dimasukkan sebagai Rumah Tangga
Sasaran yang masuk dalam daftar;
9) Pembagian KKB kepada Rumah Tangga Sasaran oleh Petugas




Kesejahteraan Sosial Masyarakat, serta aparat keamanan
setempat jika diperlukan;
10) Pencairan BLT-RTS oleh Rumah Tangga Sasaran berdasarkan
KKB di Kantor Pos atau di lokasi-lokasi pembayaran yang
telah ditetapkan. Terhadap KKB Penerima dilakukan
pencocokan dengan Daftar Penerima (Dapem), yang kemudian
dikenal sebagai KKB Duplikat;
11) Pembayaran terhadap penerima KKB dilakukan untuk periode
Juni s.d Agustus sebesar Rp. 300.000,- dan periode September
s.d Desember sebesar Rp. 400.000,-. Penjadwalan pembayaran
pada setiap periode menjadi kewenangan dari PT. Pos
Indonesia;
12) Jika kondisi penerima KKB tidak memiliki identitas sebagai
persyaratan kelengkapan verifikasi proses bayar, maka proses
bayar dilakukan dengan verifikasi bukti diri yang sah (KTP,
SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Kelurahan, dll);
13) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLTRTS oleh
tim terpadu;
14) Pelaporan bulanan oleh PT. Pos Indonesia kepada Departemen
Sosial. Mekanisme dan tahapan administrasi diatur lebih lanjut
dalam Perjanjian Kerjasama antara Depsos, PT Pos Indonesia
dan PT. BRI, serta Peraturan Dirjen Perbendaharaan. Dalam
pelaksanaan penyaluran BLT-RTS, akan dilaksanakan
pemutakhiran data (updating) terhadap data Rumah Tangga
Sasaran oleh BPS dan mitra yang dilaksanakan secara serentak
di seluruh Indonesia. Hasil pemutakhiran data tersebut akan
digunakan untuk penajaman sasaran Program BLT-RTS tahun
2009, Program Raskin, Program BOS, Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat/ Askeskin dan Program Keluarga
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1. Membatalkan/ menahan bagi
RTS yang pindah, meninggal
tanpa ahli waris (Inclusion Error)
2. KKB ynag dibatalkanboleh
diberikan kepada keluarga yang
berhak/ layak (Exsclusion error)
itdak melebihi dari yang
dibatalkan
3. Rumah tangga pengganti harus
sama atau lebih miskin dari
rumah tangga yang telah
dinyatakan layak
4. jumlah kuota KKB per desa/
kelurahan harus tetap/ Berkurang
(total nasional ≤ 19,1 juta)
5. Daftar RTS yang dibatalkan dan
penambahan RTS baru
dimusyawarahkan dalam rembug
desa dan dilegalisir oleh Kades/
Lurah.
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Skema Penyaluran BLT Kepada RTS
Sumber: Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah













Inpres No 3 Tahun 2008
Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung











Dengan dikeluarkannya Inpres No.3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan
Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran, Penyaluran BLT-
RTS merupakan suatu bentuk kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan
tugas pokok masing masing, sehingga masing-masing lembaga
bertanggungjawab terhadap kelancaran bidang tugas masing-masing. Bentuk
kerjasama ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyaluran dana BLT-
RTS kepada kelompok sasaran sehingga pemanfaatannya menjadi lebih
optimal. Untuk meningkatkan sinergi pelayanan yang maksimal, maka
masing-masing lembaga saling berkoordinasi. Organisasi Pelaksana
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Termasuk didalamnya pemerintahan
daerah yang diatur dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.
Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai
pembagian urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
dimana hal tersebut ditandai dengan adanya pemisahan dan pembagian
urusan/ kewajiban antara urusan pemerintah dengan urusan pemerintahan
daerah, penyelenggaraan pemerintah dengan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pemerintah
menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan pemerintahan daerah
menyelenggarakan pemerintahan dengan asas otonom dan tugas pembantuan.
Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta yang telah
memberlakukan otonomi di daerahnya, untuk menjalankan tugas-tugas
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan serta perlindungan terhadap




Kelurahan sesuai dengan PP No.73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan,
perangkat daerah yang berkedudukan diwilayah  kecamatan, dengan Lembaga
Kemasyarakatan didalamnya termasuk Rukun Warga dan Rukun Tetangga,
Perangkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat dalam hal ini jika
dikaitkan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai, kelurahan dengan
lembaga kemasyarakatan yang diatur dalam PP No.73 Tahun 2005 merupakan
kepanjangan tangan dari pemerintah pada umumnya dan pemerintahan daerah
pada khususnya mempunyai peranan penting dalam penyaluran BLT-RTS.
Seperti telah disebutkan diatas Penyaluran BLT-RTS merupakan suatu
bentuk kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing
masing, sehingga masing-masing lembaga bertanggung jawab terhadap
kelancaran bidang tugas masing-masing. Dalam penelitian ini Penulis lebih
khusus akan menyoroti peran pemerintah kelurahan dalam menyalurkan




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Kantor dan Wilayah Pemerintah Kelurahan Laweyan.
Kelurahan Laweyan merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan
Laweyan Kota Surakarta dengan batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah selatan : Kelurahan Banaran Kabupaten Sukoharjo
Sebelah barat : Kelurahan Pajang Kota Surakarta
Sebelah Utara : Kelurahan Sondakan Kota Surakarta
Sebelah timur : Kelurahan Bumi Kota Surakarta
PP No. 42 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yang merupakan
peraturan pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah dalam BAB II mengenai Pembentukan Kelurahan PP No. 42
TAHUN 2005 menyebutkan syarat kelurahan harus memenuhi Jumlah
Penduduk, luas, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana pemerintahan,
sehingga dapat memenuhi syarat kondisi masyarakat dan wilayah kelurahan.
Kelurahan Laweyan telah memenuhi syarat dari peraturan perundang-




Kelurahan Laweyan Mempunyai wilayah seluas 24,83 Ha terdiri
dari 10 Rukun Tetangga (RT) dan 3 Rukun Warga (RW) yaitu :
1) Kampung Lor Pasar (RT 01, RW I)
2) Kampung Klaseman (RT 02, RW I)
3) Kampung Klaseman (RT 03, RW I)
4) Kampung Kidul Pasar (RT 02, RW I)





6) Kampung Setono (RT 02, RW II)
7) Kampung Setono (RT 03, RW II)
8) Kampung Sayangan Kulon (RT 01, RW III)
9) Kampung Kramat (RT 02, RW III)
10) Kampung Kwanggan (RT 03, RW III)
b. Kependudukan
Jumlah penduduk Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota
Surakarta sampai dengan kondisi akhir November tahun 2009
berjumlah 2.083 jiwa. Terdiri dari 1.046 laki-laki dan 1037 Perempuan
dari 609 kepala keluarga.
Untuk melihat lebih rinci tentang kondisi kependudukan di Kelurahan
Laweyan dapat dilihat pada beberapa tabel bank data penduduk berikut
ini :
Tabel 3.1
Kondisi Penduduk Dalam Kelompok Umur










10 60 plus 301
Jumlah 2.083






Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian
(Bagi Umur 17 Tahun Keatas)
No. Mata Pencaharian Jumlah
1 Belum/tidak bekerja 151 Orang
2 Buruh 90 Orang
3 Guru/Dosen 17 Orang
4 Karyawan 467 Orang
5 Mengurus Rumah Tangga 248 Orang
6 Pelajar/Mahasiswa 157 Orang
7 PNS 29 Orang
8 TNI/Polri 6 Orang
9 Pensiunan/Purnawirawan 48 Orang
10 Wiraswasta 259 Orang
10 Lain-Lain 168 Orang
Tabel 3.3
Data Penduduk Menurut Pendidikan
(Umur 5 Tahun Keatas)
No. Pendidikan Jumlah
1 Tidak/Belum Sekolah 140 Orang
2 Belum Tamat SD 155 Orang
3 Tidak Tamat SD 102 Orang
4 Tamat SD 187 Orang
5 SLTP/Sederajat 288 Orang
6 SLTA/Sederajat 771 Orang
7 Diploma III 118 Orang
8 Diploma IV/S 1 235 Orang
7 Strata 2 23 Orang
Sumber: Bank Data Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan
November 2009
















Di Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
telah tersedia beberapa sarana sosial baik berupa sarana pendidikan,
kesehatan, maupun sarana ibadah. Untuk jelasnya dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1) Sarana pendidikan terdiri dari :
a) Taman Kanak-kanak : 1 Buah
b) Sekolah Dasar : 2 Buah
c) Sarana Pendidikan non formal : 1 Buah
2) Jumlah Sarana Ibadah
a) Masjid : 3 Buah
b) Mushola : 3 Buah
Dalam menjalankan teknis kerja pemerintahan, Kelurahan Laweyan
mempunyai kantor yang berkedudukan di Jl. Dr. Rajiman No. 521 dimana





kedudukan Kepala Kelurahan/ Lurah, keseluruhan perangkat kerja
kelurahan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sarana dan
prasarana pendukungnya.
2. Organisasi Pemerintah Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota
Surakarta
Susunan organisasi Pemerintah Kelurahan Laweyan Kecamatan
Laweyan Kota Surakarta menurut Peraturan Walikota Surakarta No.20-I
Tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada
Kelurahan Terdiri dari :
a. Lurah;
b. Sekretaris;
c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi pembangunan dan Lingkungan Hidup;
f. Seksi budaya dan Agama;
















Organisasi Kelurahan Kota Surakarta
Sumber: Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-I Tahun 2009 Tentang




Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan yang ada
di Kantor Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dalam
menjalankan pemerintahan kelurahan, sesuai dengan Peraturan Walikota
Surakarta No.20-I Tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan
Struktural Pada Kelurahan maka uraian tugas dari masing – masing
jabatan adalah sebagai berikut :
a. Lurah
Lurah yang dalam hal ini dijabat oleh Bp. Suyono, mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, antara lain sebagai
berikut :
1) Menyusun rencana strategis dan rencana kerja kelurahan;
2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan;
3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnis kegiatan kantor sesuai
bidang tugas;
4) Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan
kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
5) Menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
6) Menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan kantor;
7) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dan/atau perijinan;
8) Menyusun kebijakan teknis dibidang tata pemerintahan;
9) Menyusun kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat;
10) Menyusun kebijakan teknis dibidang pembangunan dan lingkungan
hidup;




12) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada warga masyarakat
berdasar ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
13) Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kelurahan (Musrenbangkel);
14) Menyelenggarakan fasilitasi penilaian pemberdayaan masyarakat
kelurahan;
15) Merencanakan danmelaksanakan pembangunan seluruh komponen
masyarakat sesuai skala prioritas yang ditetapkan dalam
musyawarah kelurahan;
16) Melaksanakan tugas administrasi pertanahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
17) Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalm rangka
peningkatan dan menumbuh kembangkan partisipasi dan swadaya
gotong royong;
18) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga
masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan agama serta komponen
masyarakat yang lain guna mewujudkan ketentraman, ketertiban
dan rasa aman;
19) Mempertanggung jawabkan atas penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT
PBB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku;
20) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka membantu
suksesnya pemasukan pajak bumu dan bangunan serta pajak
retribusi daerah;
21) Memotivasi dan memfasilitasi masyarakat guna meningkatkan
partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan;
22) Menyusun indikator dan pengukuran kinerja dibidang




23) Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana
kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Kelurahan;
24) Menyelenggarakan dan memfasilitasi sosialisasi dibidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
25) Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
26) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
27) Memeriksa dan menilaii hasil kerja bawahan secara periodik;
28) Memberi usul dan saran kepada atasan;
29) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
30) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b. Sekretaris
Sekretaris yang dalam hal ini dijabat oleh Bp. Tukino, mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang perencanaan,
evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Tugas
tersebut antara lain :
1) Menyusun rencana kerja sekretaris berdasarkan rencana strategis
dan rencana kerja kelurahan;
2) Mengkoordinasikan penyusunan rencanan strategis dan rencana
kerja kelurahan;
3) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan;
4) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnis program kegiatan
kantor sesuai dengan bidang tugas;
5) Melakukan sistem pengendalian intern pelaksanan kegiatan agar




6) Menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk
menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja
kelurahan;
7) Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana
strategis dan rencana kerja kelurahan guna evaluasi dan pelaporan
8) Melakukan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan
rencana strategis dan rencana kerja kelurahan;
9) Menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana
strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan EKPPD
Kelurahan;
10) Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dal;am bentuk
Rencana Anggaran (RKA) sesuai dengan rencana strategis dan
rencana kerja Kelurahan;
11) Melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara;
12) Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran;
13) Menyiapkan bahan perhitungan anggaran;
14) Melakukan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan
laporan keuangan;
15) Melakukan pembuatan daftar gaji pegawai;
16) Melakukan pembayaran gaji pegawai;
17) Mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan
perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi
hukum, kearsipan dan dan perpustakaan;
18) Melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan
masyarakat dan protokol;
19) Melakukan pengadaan, operasionalisasi dan pemeliharaan
perlengkapan dinas serta kendaraan dinas;





21) Menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi
pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian,
pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan;
22) Mengelola data dan dokumentasi pegawai;
23) Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan
pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon
peserta ujian dinas pegawai;
24) Mengusulkan permohonan izin tugas belajar;
25) Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
26) Memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu
pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun,
kartu asuransi kesehatan dan tabungan perumahan
(BAPERTARUM);
27) Menyiapkan dan memproses Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3), Pegawai dan laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
28) Memproses laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian;
29) Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan /tanda
jasa dan sanksi;
30) Menyiapkan bahan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
31) Mengelola presensi atau daftar hadir pegawai;
32) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran
kinerja bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, keuangan dan
umum, dan kepegawaian;
33) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
34) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
35) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;




c. Seksi Tata Pemerintahan
Kepala seksi Tata Pemerintahan yang dijabat oleh Bp. Riyanto,
mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan dibidang tata pemerintahan, meliputi
pelaksanaan urusan pemerintahn umum, yang dimaksud tugas tersebut
antara lain :
1) Menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahn berdasar rencana
strategis dan rencana kerja kelurahan;
2) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan;
3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk teknis program kegiatan kelurahan sesuai dengan bidang
tugas;
4) Melakukan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar
efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5) Menerapkan standar pelayanan minuimal sesuai bidang tugas;
6) Melakukan penyiapan bahan perumusankebijakn teknis bidang
Tata Pemerintahan;
7) Mencatat mengolah dan mengevaluasi data kependudukan,
peristiwa yang berhubungan dengan keamanan ketertiban
masyarakat, organisasi politik, bromocorah/residivis dan bekas
Gerakan 30 September;
8) Melayani permohonan masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat keterangan lain sesuai dengan
prosedur yang berlaku;
9) Mencatat peristiwa mutasi administrasi kependudukan meliputi
kelahiran, kematian, kedatangan dan kepindahan sesuai dengan
prosedur yang berlaku;
10) Membuat laporan monografi dinamis dan statis secara rutin;
11) Memotifasi dan memberdayakan pengurus Rukun Tetanga (RT)/




warga untuk berperan aktif dalam pembangunan, swadayagotong
broyong dan menjaga keamanan/ketertiban wilayah;
12) Melakuakn kegiatan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat
(SATGAS LINMAS) Kelurahan;
13) Melakuan fasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
14) Melakuakn penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran
kinerja bidang tata pemerintahan;
15) Melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi dibidang tata
Pemerintahan ;
16) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
17) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalm rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;
18) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang dijabat oleh Bp.
Supriyono, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan
masyarakat, meliputi pelaksanaan program  pembinaan kesehatan,
keluarga berencana, bantuan dan pelayanan sosial, maksud dari tugas
tersebut antara lain
1) Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasar
rencana strategis dan rencana kerja kelurahan;
2) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan;
3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatanm
kantor sesuai bidang tugas;
4) Melakukan sistem penegndalaian intern pelaksanaan kegiatan agar
efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;




6) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang
pemberdayaan masyarakat;
7) Melakukan penyiapan bahan penilaian pemberdayaan masyarakat
kelurahan;
8) Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
9) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pembinaan terhadap penderita
cacat, tuna karya, tuna wisma dan tuna susila;
10) Melakukan inventarisasi dan pengelolaan data keluarga miskin,
rumah tidak layak huni, korban bencana alam dan penyandang
masalah kesejahteraan sosial lainnya;
11) Melakukan fasilitasi pemberian bantuan sosial;
12) Melakukan fasilitasi pembinaan terhadap usaha-usaha masyarakat
dibidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak
dan keluarga berencana;
13) Melakuan fasilitasi pembinaan dan pemberian bantuan terhadap
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Karang Taruna
dan Peningkatan Peranan Wanita (P2W);
14) Memproses rekomendasi nikah, talak, cerai dan rujuk;
15) Melakukan fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia;
16) Melakuakn penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran
kinerja bidang pemberdayaan masyarakat;
17) Melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi dibidang
pemberdayaan masyarakat;
18) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
19) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
20) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;




e. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Kepala seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang dijabat
oleh Ibu Dyah Widiastuti,  mempunyai tugas melakukan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang
pembangunan dan lingkungan hidup, meliputi pelaksanaan program
pembangunan dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup. denggan
maksud sebagai berikut :
1) Menyusun rencana kerja Seksi Pembangunan dan Lingkungan
Hidup berdasarkan rencana strategis and rencana kerja kelurahan;
2) Memberi petunjuk, arahan dan mendisstribusikan tugas kepada
bawahan;
3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk teknis program kegiatan kantor sesuai dengan bidang
tugas;
4) Melakukan sisitem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar
efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
6) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang
pembangunan dan lingkungan hidup;
7) Melakukan pengelolaan data bidang pembangunan, sarana
prasarana umum, jalan dan jembatan;
8) Melakukan pengelolaan data usaha konversi tanah, lingkungan
hidup, kebersihan, dan keindahan kota serta Ruang Terbuka Hijau
(RTH);
9) Malakukan penyiapan bahan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kelurahan (musrenbangkel);
10) Melakukan fasilitasi pembinaan dan pemberian bantuan terhadap
usaha-usaha masyarakat dibidangperekonomian, usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM), koperasi, peternakan, pertanian dan




11) Melakukan pemantauan terhadap kelancaran pengelolaan sampah;
12) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pungukuran
kinerja bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
13) Melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi dibidang
pembangunan dan lingkungan hidup;
14) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
15) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
16) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
17) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
f. Seksi Budaya dan Agama
Kepala seksi Budaya dan Agama yang dijabat oleh Bp. Gladiator
Joko Indriyanto, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang budaya dan
agama, meliputi pelaksanaan program pembinaan seni, budaya dan
keagamaan, yang dimaksud dengn tugas tersebuat antara lain :
1) Menyusun rencana kerja Seksi Budaya dan Agama berdasarkan
rencana Strategis dan rencana kerja kelurahan;
2) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan;
3) Mempelajari menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan kantor
sesuai dengan bidang tugas;
4) Melakukan sistem penegndalian intern pelaksanaan kegiatan agar
efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;





7) Melakukan pengelolaan data pendidikan masyarakat, organisasi
adat dan budaya jawa, organisasi kepemudaan, kesenian tradisional
dan organisasi keagamaan;
8) Melakukan fasilitasi pembinaan bidang kebudayaan dan
keagamaan;
9) Melakukan fasilitasi pembinaan terhadap generasi muda,
kesetaraan gender dan pendidikan non formal;
10) Melakukan fasilitasi pemberian bantuan kepada organisasi
kesenian, organisasi perempuan dan organisasi keagamaan;
11) Melakukan fasilitasi pelaksanaan peringatan hari-hari besar
nasional dan agama;
12) Melakukan fasilitasi program Praktek Kerja Lapangan (PKL)
mahasiswa/i dan siswa/i;
13) Melakukan fasititasi pelaksanaan kegiatan olah raga;
14) Melakukan fasilitasi pengiriman kelompok kesenian;
15) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran
kinerja bidang budaya dan agama;
16) Melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi dibidang budaya dan
agama;
17) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
18) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;




Lurah dalam menjalankan pelaksanaan urusan pemerintahan,
pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
dibantu oleh lembaga kemasyarakatan kelurahan. Berdasar pada
Permendagri No. 5 Tahun 2007 Tentang Penataan Kelembagaan
Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan
(LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan
(LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
b. Lembaga Adat;
c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
d. RT/RW;
e. Karang Taruna; dan;
f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam membantu lurah
menjalankan pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :
a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat;
d. Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta
pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan
secara partisipatif;
e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta
swadaya gotong-royong masyarakat;
f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya
serta keserasian lingkungan hidup;
g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan
obat terlarang (narkoba) bagi remaja;




i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah
desa/kelurahan dan masyarakat;
Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga
(RT), didalam Permendagri No. 5 Tahun 2007 Tentang Penataan
Kelembagaan Masyarakat, bertugas membantu Lurah menyelenggaraan
urusan pemerintahan, dalam melaksanakan tugas RT/RW mempunyai
fungsi:
a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan
lainnya;
b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di
wilayahnya.
Pemerintah daerah Kota surakarta dengan Perda No.5 Tahun 2002
Tentang pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, memberikan
definisi bahawa Rukun Tetangga (RT) adalah Lembaga yang dibentuk
melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan
Pemerintah dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah atas nama
Walikota, sedangkan Rukun Warga (RW) adalah Lembaga yang dibentuk
melalui musyawarah Pengurus RT di Wilayah kerjannya yang ditetapkan
oleh Kelurahan.
RT dan RW sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan dibentuk
dengan maksud dan tujuan untuk :
a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang
berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
b. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha
meningkatkan kesejahteraan warga;
c. Memperlancar  pelaksanaan penyelenggaraan  dibidang pemerintahan,




RT dan RW mempunyai pengurus sederhana yang terdiri dari ketua,
sekretaris dan bendahara dan beberapa sekretaris sesuai kebutuhan.
Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota RT setempat dalam
musyawarah anggota, Pengurus RW dipilih dari dan oleh pemuka
masyarakat dan pengurus RT dalam musyawarah RW setempat, pengurus
RT dan pengurus RW ditunjuk oleh ketua melalui musyawarah/mufakat
dengan pengurus lainnya.
Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta terdapat
10 RT dan 3 RW dengan kepala/ketua lingkungannya, beserta masing-
masing pengurusnya dengan tugas dan peran masing-masing sebagai
lembaga kemasyarakatan kelurahan untuk membantu Lurah
menyelenggaraan urusan pemerintahan dan Hubungan kerja Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan
koordinatif.
B. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung
Tunai di Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.
1. Dasar Pemikiran Pentingnya Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran
BLT-RTS
Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program pemerintah
berskala nasional, pada awalnya dalam Instruksi Presiden  Nomor 12
Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk
Keluarga Miskin,  pemerintah daerah tidak dilibatkan. Penetapan kriteria
miskin sebagai syarat Penerima BLT atau Rumah Tangga Sasaran (RTS)
berasal dari Pendataan Badan Pusat Statika dengan dasar UU No.16
Tahun 1997 Tentang Statistika, yang menyebutkan bahwa tidak
diijinkannya mempublikasi identitas responden, sebagai konsekuensinya





Data yang tidak disebarluaskan tersebut merupakan
permasalahan tersendiri mengingat berbagai program pemerintah yang
ditujukan untuk rakyat selalu memerlukan bantuan pemerintah daerah.
Berdasar pengalaman, jika muncul persoalan maka aparat pemerintah
daerah mulai tingkat propinsi hingga tingkat kelurahan selalu diminta,
bahkan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk
mengatasinya, seperti ketika hasil pendataan RTS menimbulkan
keresahan sosial politik di berbagai daerah, barulah pemerintah pusat
secara serius meminta pemerintah daerah melakukan langkah-langkah
pengamanan antara lain melalui intruksi pembentukan posko pengaduan
disemua tingkat pemerintahan, mulai dari provinsi hingga kelurahan.
Seiring dengan tuntutan tersebut dengan adanya Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program bantuan
Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran, maka Inpres Nomor 12
Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk
Keluarga Miskin tidak berlaku, dengan melibatkan pemerintah daerah,
bertujuan utama untuk lebih mengsukseskan program BLT atau
menindaklanjuti dari evaluasi terhadap pelaksanaan program
sebelumnya serta meredam gejolak sosial yang timbul dari program
tersebut.
Peran pemerintah daerah dalam program BLT sebenarnya telah
diberi ruang tersendiri dalam Perencanaan Pembangunan Daerah secara
lebih khusus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJM Daerah) untuk 5 tahun. RPJM Daerah merupakan penjabaran
dari visi, misi, dan program yang penyusunannya berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dengan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJM Nasional). RPJM Nasional diatur dengan Perpres No. 7 Tahun
2005 Tentang RPJM Nasional (2004-2009) secara khusus dalam
Prioritas Pembangunan Tahun 2008 mengenai Penanggulangan




meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan
pangan/gizi), pemberdayaan masyarakat miskin (PNPM) dan
memperbaiki sistem perlindungan sosial. Tiga program sistematis dan
stimulan untuk rakyat miskin perlu diciptakan,untuk penanggulangan
kemiskinan tersebut, salah satunya bantuan perlindungan sosial rumah
tangga miskin, dimana BLT terhadap 19,1 juta RTS terdapat
didalamnya.
RPJM Nasional yang menjadi dasar penyusunan RPJM Daerah
menempatkan pemerintah daerah untuk berperan dalam penanggulangan
kemiskinan pada khususnya progam BLT, demikian juga dengan
Pemerintah Kota Surakarta dimana RPJM Daerah surakarta diatur dalam
Perda Kota Surakarta No.2 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta Tahun 2005-2009.
Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah dalam menyelengarakan otonomi daerah, daerah
mempunyai kewajiban, antara lain: melindungi masyarakat, menjaga
persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara
Kasatuan Republik Indonesia (NKRI) Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), mengembangkan sistem jaminan sosial.
Pemerintah daerah dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah gurbenur,bupati,
walikota dan  perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah
Definisi perangkat daerah dari Peraturan Pemerintah No.41 tahun
2007 Tentang Organisasi Perangkat daerah menyebutkan bahwa
perangkat daerah adalah  unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,
kecamatan, dan kelurahan. Apabila dilihat dari tugas dan fungsinya,
sebagai perangkat daerah kota, Pemerintah Kelurahan memegang




memiliki organisasi pemerintahan yang berada di bawah dan
bertanggung-jawab kepada Camat. Kelurahan yang dipimpin seorang
Lurah, mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung-jawab
dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sebagai
penyelenggara pemerintahan, kelurahan menerima pelimpahan sebagaian
wewenang dari kecamatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh kepala daerah kota/walikota. BLT sebagai program
skala nasional melibatkan pemerintah daerah dengan RPJM daerahnya
dimana kelurahan merupakan perangkat daerah didalamnya.
Kelurahan Laweyan kecamatan Laweyan Kota surakarta
merupakan perangkat daerah, tempat wilayah kerja lurah beserta
perangkat kelurahan yang menjabat dibantu Lembaga Kemasyarakatan
dalam hal ini RT/RW dengan tugas dan fungsinya masing-masing selain
itu mempunyai peran tersendiri sebagai salah satu organisasi pelaksana
dalam menyalurkan BLT-RTS.
2. Studi Kasus Tentang Penyaluran BLT – RTS
BLT merupakan program nasional yang bersifat vertikal dan
sentralistik dari pemerintah pusat, pembentukan organisasi pelaksana
sebagai lembaga yang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
penyaluran BLT-RTS secara teknis dituangkan dalam petunjuk teknis
BLT, merupakan salah satu dari hasil evaluasi program BLT
sebelumnya. Evaluasi program tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, keberlanjutan dan keterpaduan
penanggulangan kemiskinan. Keterlibatan pemerintah daerah sebagai
salah satu organisasi pelaksana merupakan tuntutan utama untuk lebih
memberi jaminan terhadap kesuksesan program pada kesempatan ini.
Harapan kesuksesan dengan tercapainya tujuan dari program
BLT antara lain; membantu masyarakat miskin agar tetap dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan




jawab sosial bersama. Program dalam rangka kompensasi pengurangan
subsidi BBM pada kesempatan ini tidak serta merta tanpa menghasilkan
masalah didalam pelaksanaannya, masalah yang menuntut penyelesaian
oleh pemerintah atau dalam hal ini organisasi pelaksana yang
berkompetensi di dalamnya, masalah tersebut antara lain:
a. Ketepatan Sasaran
Pendataan keluarga/rumah tangga untuk kepentingan BLT
dikenal dengan nama Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005
(PSE05). Pendataan mikro untuk menjaring keluarga/rumah tangga
miskin secara nasional ini dilakukan oleh BPS. Karena keterbatasan
waktu dan personel, dalam pelaksanaan pendataan tersebut, BPS
dibantu oleh mitra kerja lapangan, yang selanjutnya disebut
pencacah. Pencacah yang direkrut BPS berasal dari berbagai latar
belakang, yaitu staf BKKBN di kelurahan, kader BKKBN, karang
taruna, pegawai kelurahan, serta mitra lain yang biasa dipekerjakan
oleh BPS untuk kegiatan pendataan sebelumnya. Pencacah direkrut
BPS dengan sepengetahuan pihak kelurahan, mayoritas berasal dari
RW atau kelurahan setempat
Variabel/kriteria beserta variasi isian dalam kuesioner rumah
tangga yang digunakan BPS untuk menentukan kemiskinan tersebut
tampaknya masih perlu dipertimbangkan tingkat sensitivitasnya.
Dalam beberapa kasus, kriteria tersebut dinilai masih belum mampu
menangkap gambaran kemiskinan. Kriteria tersebut yaitu: Luas
lantai bangunan tempat tinggal yang dimanfaatkan untuk aktivitas,
jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas terbuat dari
tanah/bambu/kayu yang berkualitas rendah, jenis dinding tempat
tinggal terluas terbuat dari tanah/bambu/kayu yang berkualitas
rendah, fasilitas tempat buang air bersih (jamban/kakus) digunakan
secara bersama-sama/ untuk umum, sumber air minum adalah mata




utama bukan listrik, jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari
dari kayu/arang/minyak tanah, jarang/tidak pernah membeli
daging/ayam/susu setiap minggunya, anggota rumah tangga hanya
mampu menyediakan makanan dua kali dalam sehari.tidak mampu
membeli pakaian baru minimal satu stel dalam setahun, bila jatuh
sakit tidak berobat karena tidak ada yang biasa berobat, pekerjaan
utama kepala rumah tangga sebagai buruh kasar/tidak bekerja,
pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga maksimal
SD, ada tidaknya barang dalam keluarga yang dapat dijual dengan
nilai Rp 500.000.
Empat belas kriteria tersebut untuk memenuhi ketersediaan
data kemiskinan baik jumlah maupun karakteristiknya yang bersifat
makro agar sasaran program lebih terarah serta data kemiskinan yang
bersifat mikro yang menunjukkan informasi tentang siapa dan
dimana penduduk miskin berada. Data tersebut berguna bagi
distribusi bantuan langsung kepada penduduk miskin agar dapat
dilakukan secara efektif dan lebih tepat sasaran. Pendataan RTM
oleh BPS kurang tepat pada 31 provinsi yaitu masih adanya RTM
yang seharusnya menerima BLT namun tidak dan masih adanya
RTM yang ditetapkan menerima KKB yang tidak sesuai dengan
kriteria, penyebab dari tidak tetapnya sasaran selain kurangnya
tingkat sensitivitas variabel/kriteria beserta variasi isian dalam
kuesioner rumah tangga yang digunakan yaitu 14 kriteria tersebut,
ditemukan juga ketidaktepatan dalam proses pendataan yang berawal
dari pencacahan maupun verifikasi data dengan alasan terbatasnya
waktu serta pemahaman publik yang beragam mengenai sasaran
bantuan yang termuat dalam program yang menyebabkan intervensi
kepada petugas pencacah dalam proses pengumpulan data tersebut.
Berdasarkan hasil ini dapat diketahui bahwa meskipun dalam
pelaksanaan pendataan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan,




Mereka adalah keluarga/rumah tangga yang mendapatkan
penghasilan dari pekerjaan sebagai buruh/kuli/tukang lepas,
pedagang, atau pengusaha mikro. Kondisi tempat tinggal mereka
umumnya berupa rumah sederhana yang terletak di lingkungan yang
tidak sehat, serta hanya terdiri dari satu ruang sempit yang tidak
sebanding dengan jumlah anggota rumah tangga yang mendiaminya.
Peran Pemerintah Kelurahan Menjadi sangat penting dilihat
dari menghindarkan masalah ketidaktepatan sasaran yang
ditimbulkan dalam penyaluran bantuan langsung tunai baik ketika
dalam proses pendataan maupun realisasi program sampai pada RTS
masalah tersebut dapat diselesaikan Pemerintah Kelurahan Laweyan
sesuai dengan tugas dan kewenangannya sehingga tidak terjadi
gejolak sosial/konflik yang mengarah pada tindakan yang dapat
merusak keharmonisan dalam masyarakat kelurahan yang terjadi
dalam penyaluran sebelumnya. Pemerintah kelurahan baik secara
aktif maupuan pengaduan dari masyarakat untuk memverifikasi data,
terkait memperoleh data akurat sesuai dengan kewenangannya
mengenai penerima bantuan (RTS), perkembangan terakhir sampai
saat ini tercatat 61 RTS dengan keterangan, dari 62 RTS sebelum
verifikasi diketahui 1 RTS tersebut pindah tempat tinggalnya.
Apabila tidak dengan segera mengambil tindak lanjut untuk
menyikapi keadaan tersebut melalui kewenangan yang diberikan
oleh peraturan yang berlaku, seperti dalam penyaluran sebelumnya
hal tersebut dapat menjadi polemik dalam masyarakat.
Peran pemerintah kelurahan sebagai salah satu tempat
pengaduan dalam program BLT, menampung pengaduan sebagai
penampung aspirasi masyarakat setempat berkewajiban
mengupayakan penyelesaikan masalah sesuai dengan
kewenangannya atau dengan jalan menampung dan meneruskan
kepada pihak atau organisasi pelaksana lainnya yang berwenang




ketepatan sasaran program diperlukan kepedulian, kepekaan dan
profesionalitas pemerintah kelurahan dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya. Kepekaan pemerintah kelurahan dalam mengamati
perkembangan yang terjadi dalam masyarakatnya seperti masalah
ketepatan sasaran Program BLT menjadi penting dan mutlak ada,
dengan pertimbangan bahwa bila hal tersebut tidak dilakukan secara
benar dalam artian dapat diterima masyarakat luas pada umumnya
dan sesuai dengan ketentuan, hal tersebut dapat menimbulkan
gejolak sosial. Peran penting tersebut merupakan wujud pelaksanaan
wewenang dan tugas yang telah tercantum dalam peraturan
perundang-undangan sudah dilakukan secara maksimal terlihat
dalam bentuk peran pemerintah kelurahan dalam meng up-date
penerima BLT (RTS) secara cepat dan tepat setelahnya disampaikan
kepada organisasi pelaksana yang berwenang untuk ditindak lanjuti,
sehingga menghindari ketidaktepatan sasaran.
b. Keberlanjutan Program
Keberlangsungan program menimbulkan berbagai reaksi baik
dari kalangan akademisi, peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat,
lembaga pemerintahan itu sendiri maupun masyarakat penerima
bantuan (RTS) dan yang tidak menerima. Walaupun tanggapan
sebagian besar mempertanyakan keefektivitasan program, namun
bagi masyarakat penerima bantuan yang berwujud uang tunai
tersebut merasa terbantu ditengah-tengah kenaikan harga BBM yang
bermuara dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok.
Kelanjutan program dipertanyakan oleh publik termasuk
penerima bantuan, bagaimana dan kapan dana tersebut kembali
mereka peroleh. Tempat yang dituju untuk memperoleh jawaban dari
pertanyaan tersebut selain di kantor pos tempat mereka mencairkan




kemasyarakatan RT dan RW sebagai bentuk dari wakil pemerintahan
terdekat juga menjadi tempat mereka mengadu hal tersebut.
Pihak kelurahan maupun kecamatan tidak dapat menjelaskan
secara pasti kapan bantuan tersebut kembali diberikan. Pihak
kelurahan maupun kecamatan  berjanji akan memberikan kabar
perkembangan mengenai keberlangsungan program bila terdapat
perkembangan dalam segala sesuatu menyangkut program kepada
masyarakat.
Sifat program nasional dan sentralistik dari pemerintah pusat
seakan sepihak menghentikan atau pun memenunda program
tersebut, hal tersebut diperburuk dari tidak terdapatnya peraturan
perundangan ataupun SK pihak yang mempunyai yuridiksi/
berkompeten untuk itu. Ketentuan yang secara resmi atau pun formal
yang  menunjukkan secara jelas keberlanjutan mengenai program
tersebut tidak pernah didapati, entah belum atau tidak sampai pada
tingkat kelurahan maupun kecamatan.
Ketidakjelasan kelanjutan program menimbulkan keresahan
publik yang dapat menyebabkan gejolak sosial, dengan akibat
terburuk menurunnya kepercayaan terhadap progam pemerintah pada
umumnya serta kepercayaan terhadap birokrasi pemerintah kelurahan
beserta lembaga kemasyarakatan pada khususnya. Hal tersebut ada
karena terdapat pemahaman tidak baik dan tidak memadai  terkait
kejelasan kelanjutan program tersebut dari penjelasan Kelurahan
maupun melalui lembaga kemasyarakatan.
Peran pemerintah kelurahan dalam hal ini mencoba
memberikan pemahaman terbaik yang dapat diterima masyarakat
terkait keberlanjutan program. Menampung aspirasi sebagai
pemerintah yang terdekat dengan lingkungannya, jika dilihat dari hal
tersebut meskipun peran tidak signifikan dalam menyelesaikan
masalah yang ada akan tetapi sebagai penampung aspirasi lokal




sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang kemudian
aspirasi tersebut disalurkan untuk ditindak lanjuti oleh pihak yang
berwenang untuk segera ditindak lanjuti.
3. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung
Tunai di Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta selain
mempunyai uraian tugas struktural  yang diatur dalam Peraturan
Walikota Surakarta No.20-I Tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian
Tugas Jabatan Struktural Pada Kelurahan, sebagai perangkat daerah
bagian dari pemerintah daerah mempunyai peran dalam menyalurkan
BLT-RTS termasuk salah satu organisasi pelaksana dalam program
tersebut.
Berdasar pendataan BPS jumlah RTS di wilayah kelurahan
Laweyan setelah reinventarisasi /pendataan ulang diketahui sejumlah 61
RTS yang tersebar diseluruh RT/RW, dengan tidak terdapat gejolak
sosial yang berarti dalam penyaluran program tersebut. Keberhasilan
tidak terlepas dari peran pemerintah kelurahan dalam menyalurkan BLT-
RTS.
Peran Pemerintah Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota
Surakarta dalam meyalurkan BLT-RTS, adalah sebagai berikut :
a. Membantu Petugas Kantor Pos pada saat pengecekan daftar
penerima BLT-RTS dan mendistribusikan KKB kepada Rumah
Tangga Sasaran.
Kelurahan ataupun melalui aparatnya membantu Petugas
Kantor Pos saat mengecek daftar RTS dan mendistribusikan KKB
diwilayah kerjanya dengan dasar pihak kelurahan merupakan
pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam hal ini RTS.




kemasyarakatan yang dibentuk di wilayah kelurahan dengan tugas
membantu lurah yaitu RT/RW ikut dilibatkan dalam kegiatan ini,
dengan tujuan menghindari gejolak sosial yang mungkin timbul,
dapat menyelesaikannya secara tepat dan dapat diterima masyarakat
setempat sebagai figur lokal ataupun instansi lokal.
Bantuan yang diberikan pemerintah kelurahan kepada Petugas
Kantor Pos dalam kegiatan ini dilakukan agar kegiatan tersebut dapat
berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan tanpa
melibatkan pihak kelurahan akan  mewakan waktu yang tidak
secepat apabila terdapat figur lokal dalam hal ini kelurahan dan
lembaga kemasyarakatan terlibat, semakin cepat dan tepat kegiatan
tersebut selesai akan membawa dampak positif bagi kesuksessan
program BLT itu sendiri pada umumnya dan kesemua pihak dapat
melanjutkan tugas dan fungsi yang lainnya.
b. Bersama-sama Petugas Kantor Pos menentukan pengganti Rumah
Tangga Sasaran yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau
tidak berhak, melalui rembug desa/ kelurahan yang dihadiri unsur-
unsur Kepala Desa/ Lurah, Badan PermusyawaratanDesa/
Kelurahan, RW, RT tempat tinggal Rumah Tangga Sasaran yang
akan diganti, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Karang Taruna.
Kerjasama terkoordinasi antara kelurahan dan Petugas Kantor
Pos dalam kegiatan ini bertujuan menghasilkan keputusan mengenai
pengganti RTS yang dapat diterima oleh masyarakat setempat.
Keputusan RTS pengganti yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut
dapat diterima oleh masyarakat karena telah melaui cara yang
demokratis dan kekeluargaan dengan secara tidak langsung




c. Melakukan pendampingan dan membantu Petugas Kantor Pos pada
saat pembagian KKB  dan pembayaran BLT-RTS dengan melibatkan
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang taruna, Taruna
Siaga Bencana/ TAGANA, PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat)
dan Aparat Keamanan setempat.
Pada saat pencairan dana SLT, terdapat Kerjasama pihak
kelurahan dengan kantor pos beserta kecamatan, dan kepolisian.
Kantor pos tempat pengambilan dana SLT perlu membuat jadwal
pengambilan (tanggal dan jam) untuk masing-masing kelurahan serta
menambah jumlah loket pembayaran agar tidak terjadi antrean yang
panjang dan saling berdesakan, sehingga dapat menimbulkan korban
jiwa seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Jadwal pengambilan
dana di  kantor pos harus dikirimkan kelurahan paling tidak
seminggu sebelum pencairan dimulai, untuk disampaikan pada RTS,
dengan demikian RTS dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan
lebih matang. Keterlibatan/peran serta kelurahan akan membantu
petugas kantor pos bekerja dengan tenang dan baik, karena dukungan
dan bantuan tersebut memang diperlukan, apalagi dari pihak
kelurahan.
d. Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi (antara lain pada
saat penetapan Rumah Tangga Sasaran, distribusi KKB, penyaluran
dana BLT, dll.) sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat
kewenangannya.
Segala sesuatu dalam penyelesaian masalah ditingkat kelurahan
yang melibatkan masyarakat didalamnya selalu diselesaikan secara
musyawarah dengan melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya
sehingga pemecahan masalah yang dihasilkan dari cara tersebut
dapat diterima oleh masyarakat kelurahan. Penyelesaian tersebut




aspirasi masyarakat setempat, dengan begitu permasalahan akan
cepat selesai dan tidak berlarut-larut.
Keempat Peran tersebut adalah peran yang terdapat dalam Petunjuk
Teknis Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran
dari pemerintah pusat akan tetapi dalam penelitian ini penulis menemukan
peran /keikutsertaan pihak kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota
Surakarta baik itu secara langsung maupun tidak langsung meliputi
pendataan RTS, semua hal yang harus disosialisasikan sebagai perwujudan
demokratisasi kepada masyarakat, dengan tujuan preventif/pencegahan
gejolak sosial yang akan timbul. Sosialisasi kepada masyarakat melalui
beberapa cara dan media sosialisasi yang dimiliki kelurahan berdasar
kewenangannya atau pun perintah atasan berdasar perundangan yang
berlaku.
Peran kelurahan lainnya diantaranya yaitu :
a. Peran pemerintah kelurahan dalam melakukan Pendataan RTS
Data RTS yang digunakan dalam BLT yang disusun oleh BPS
ternyata terdapat keterlibatan pemerintah kelurahan. Pendataan tersebut
dilakukan oleh BPS dengan dibantu pencacah. Pencacah selain Pihak
kelurahan terdapat juga petugas lapangan keluarga berencana (PLKB),
kader BKKBN, anggota karang taruna, serta pencacah lainnya yang
ditunjuk BPS. Pencacah mendapat pelatihan sehari mengenai  tata cara
pendataan dan penjelasan ringkas tentang berbagai formulir yang akan
digunakan dalam pendataan, terlepas terdapatnya indikasi bahwa tidak
semua prosedur pendataan tersebut diikuti.
Pendataan tersebut dilakukan pada tahun 2005, masyarakat
maupun aparat pemerintaan sebagai wakil dari pemerintah daerah tidak
mengetahui bahwa data tersebutlah yang akan dipakai dalam program
BLT. Maka dari itu pada program BLT, masyarakat dan bahkan Ketua




pembagian KKB sedangkan masyarakat mengetahuinya melalui cerita
dari mulut ke mulut.
Setelah pendataan menimbulkan permasalahan tersendiri serta
demi tujuan yang lebih terarah untuk kedepannya maka reinventarisasi/
pendataan ulang perlu dilakukan. Lurah perlu diberi kesempatan untuk
memusyawarahkan hasil pendataan secara transparan, termasuk dengan
organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh
masyarakat, aparat kelurahan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar
hasil pendataan dapat didukung seluas dan seterbuka mungkin oleh
masyarakat.  Tujuan dari pendataan ulang tersebut digunakan untuk
penajaman sasaran Program BLT-RTS tahun 2009, Program Raskin,
Program BOS, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat/ Askeskin dan
Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).  Dengan demikian, pada masa yang
akan datang akan tercipta sistem database kemiskinan yang terpadu dan
lintas sektor dengan target sasaran yang sama untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas, keberlanjutan dan keterpaduan penanggulangan
kemiskinan.
b. Peran pemerintah kelurahan dalam ketentuan administrasi BLT
1) Kelurahan melegalisir KKB  baru cetakan PT Pos Indonesia untuk
Rumah Tangga Sasaran pengganti yang telah ditetapkan melalui
musyawarah rembug desa
2) Kelurahan Membuat Surat Keterangan yang digunakan  untuk
persyaratan Verifikasi dalam proses bayar, Jika kondisi penerima
KKB  tidak memiliki identitas/ bukti diri yang sah seperti KTP, SIM,
Kartu Keluarga,dll.
c. Peran pemerintah kelurahan sebagai posko pengaduan BLT
Pengaduan masyarakat yang datang ke kelurahan dikarenakan




ataupun masyarakat mengenai BLT maka pihak kelurahan yang pertama
mengupayakan penyelesaian. Sebelumnya masyarakat mengadu melalui
jalur-jalur  tradisional, yaitu melalui ketua RT/RW, dan kantor kelurahan
serta kecamatan, kantor BPS kotamadya dan kantor walikota. Sebagai
pengupaya penyelesaian permasalahan yang ada kelurahan setelah
berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan sarana-prasarana
serta daya dukung yang ada akan tetapi tidak bisa memberikan
pemecahan masalah/ tidak sesuai kewenangan maka pengaduan tersebut
dapat di tangani oleh kecamatan apa bila terjadi hal yang sama pada
tingkat kecamatan maka diambil alih pemerintah kota, demikian
seterusnya sampai dengan pemerintah  pusat.
Belajar dari BLT sebelumnya tentang pengaduan menjadi masalah
tersendiri, hal ini terjadi karena belum jelasnya tata cara pengaduan yang
harus dilakukan. Prosedur pengaduan waktu itu dapat dilakukan melalui
empat cara, yaitu melalui layanan pesan pendek (SMS), mengirim surat
ke PO Box BBM, mengisi form pengaduan di kantor pos, atau melalui
internet. Pada semua sistem pengaduan ini BPS tidak dilibatkan,
sementara pemda dan kantor pos hanya berfungsi sebagai penerima
pengaduan. Tindak lanjut setiap pengaduan berada di tangan pemerintah
pusat. Sayangnya, prosedur ini tidak disebarluaskan kepada masyarakat
maupun instansi pemerintah tingkat bawah sehingga hampir tidak ada
masyarakat yang menggunakan sarana-sarana yang telah disediakan
tersebut. Selain itu, keempat cara pengaduan tersebut tidak terjangkau
oleh sebagian besar keluarga miskin karena selain membutuhkan
ketrampilan dan biaya tambahan yang tidak sedikit.
Kepemilikan akses yang umumnya tidak dimiliki oleh mayoritas
keluarga miskin, seperti telepon seluler dan internet. Tidak tersedianya
pelayanan pengaduan yang memuaskan dari tingkat RT sampai
kelurahan dan simpang-siurnya informasi membuat banyak masyarakat
kecewa. Untuk menanggapi keadaan ini Posko pengaduan dibuat salah




Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyaluran
BLT.
d. Peran pemerintah kelurahan dalam melakukan sosialisasi program BLT
Peran Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai,
dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan informatika,
Departemen Sosial, bersama dengan Kementerian/Lembaga di Pusat
bersama-sama Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota,Aparat
Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang
Taruna, Kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
Kepala daerah dalam hal ini walikota mendapatkan tugas dan
tanggung jawab sebagai salah satu Tim Koordinasi Program BLT-
RTS bagi Rumah Tangga Sasaran untuk memberikan pemahaman
kepada jajaran pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan serta
masyarakat luas, agar dilakukan langkah-langkah sosialisasi mengenai
tujuan pemberian BLT dan pola pengaturannya dengan memanfaatkan
media yang ada diantaranya forum-forum koordinasi daerah.
Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan
program pembangunan yang ditujukan kepada rakyat banyak, termasuk
program penanggulangan kemiskinan. Tanpa sosialisasi yang baik dan
menyeluruh, besar kemungkinan timbul masalah dalam pelaksanaan
program seperti salah sasaran dan kecemburuan sosial yang dapat
memicu ketegangan sosial.
Ketegangan sosial dapat mengancam disintegrasi bangsa dengan
alasan itu peran sosialisasi program BLT menjadi tahapan penting yang
perlu dilakukan diseluruh lapisan pemerintahan terlebih kelurahan
sebagai pemerintah yang paling dekat dan berperan penting jika dilihat
dari tugas dan fungsi kelurahan. Sosialisasi yang dilakukan kelurahan
terutama yang sering menimbulkan gejolak sosial didalam masyarakat




berkaitan dengan pelaksanaan program yang dibutuhkan oleh RTS atau
masyarakat umum tanpa terkecuali Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan
Tokoh Masyarakat
Sosialisasi tersebut sebagai usaha untuk Menggalang tanggung
jawab sosial dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan
pelaksanaan Program BLT-RTS. Sosialisasi mencakup isi dan tujuan
program, proses pelaksanaan program, kriteria penerima SLT, tata cara
pengaduan, sanksi bagi mereka yang memberikan informasi palsu
berdasarkan UU No.16 tahun 1997 dan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP).
Kelurahan melakukan sosialisasi mengenai kriteria penerima
BLT secara terbuka kriteria yang digunakan untuk menentukan
keluarga/rumah tangga miskin yang berhak menerima BLT. Pemahaman
masyarakat yang baik mengenai BLT dapat mengsukseskan program
karena dengan itu dukungan masyarakat luas dapat dicapai. Pada BLT
sebelumnya sosialisasi merupakan titik lemah yang banyak dikemukakan
oleh pengamat kebijakan publik sehingga banyak sekali hambatan dalam
program tersebut yang justru datang dari masyarakat luas karena tidak
terdapat pemahaman mengenai progam yang baik. Belum terdapatnya
petunjuk pelaksanaan yang berisi rinci dijadikan alasan yang tepat
karena dengan tidak adanya petunjuk teknis pemerintah daerah sendiri
termasuk kelurahan tidak mempunyai daya dukung dan pengetahuan
mengenai program BLT secara lebih jauh, bila pemerintah daerah
dimana kelurahan termasuk didalamnya tidak mempunyai pengetahuan
yang memadai terlebih lagi masyarakat luas.
Kelurahan Laweyan telah berhasil berperan dalam menyalurkan
BLT di lingkungan  Kelurahan Laweyan. Keseluruhannya RTS di
lingkungan kelurahan laweyan yang telah mendapat BLT sejumlah 61




C. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Kelurahan Laweyan Kecamatan
Laweyan Kota Surakarta Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
Kejelasan keberlangsungan BLT dipertanyakan baik oleh RTS sendiri
maupun praktisi lokal pemerintahan termasuk pemerintah kelurahan, akan
tetapi pemerintah pusat sampai saat ini dirasa tidak mempunyai keputusan
yang berdasar hukum mengenai hal tersebut. Sosialisasi keberlanjutan BLT
dirasa masih tidak memadai, memicu munculnya ketidakpuasan masyarakat.
Ketidakpuasan masyarakat diungkapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari
keluhan, protes atau demonstrasi, melakukan ancaman, hingga pengrusakan.
Pengaduan yang berbentuk aksi protes dan ancaman ditangani oleh aparat
lokal yang ada di kelurahan seperti lurah dibantu oleh aparat
keamanan/kepolisian.
Kelurahan menilai sosialisasi merupakan aspek yang paling tidak
memuaskan, dari kesemua aspek yang berkaitan dengan penyaluran BLT.
Kurangnya sosialisasi secara menyeluruh justru mendorong munculnya
salah persepsi dan kecemburuan sosial. Lemahnya sosialisasi terjadi di
semua tahapan pelaksanaan, mulai dari proses pendataan hingga mekanisme
pengaduan. Sosialisasi kepada masyarakat bisa dikatakan tidak dilakukan.
Meskipun sosialisasi untuk jajaran pemda dilakukan, namun agak terlambat
dan informasinya hanya tentang rencana pendataan. Bahkan beberapa surat
yang terkait dengan pelaksanaan BLT dari pemerintah pusat yang
sebenarnya dapat dijadikan dasar hukum pemda setempat, seperti Inpres, SK
Menko Kesra dan SK Mendagri, terlambat datang atau bahkan tidak
diterima.
Sosialisasi yang masih lemah tersebut mungkin disebabkan koordinasi
yang setengah-setengah diantara organisasi pelaksana dari pusat, daerah
sampai ke kelurahan, dalam artian tidak serta-merta dalam sebuah
pertemuan formal yang diadakan untuk itu. Kelemahan  alur sosialisasi dari




setempat dapat mengecilkan peran kelurahan itu sendiri, baik dalam bidang
administrasi pemerintahan maupun dalam penyaluran BLT-RTS. Opini yang
ditimbulkan sebagai akibat dari kelemahan sosialisasi atau pun ketidak
jelasan keberlanjutan BLT, seperti yang telah disebutkan diatas mendorong
munculnya salah persepsi opini masyarakat yang dapat menjatuhkan
Pemerintah kelurahan bila tidak segera ditindak lanjuti. Pertanyaan seperti:
bila program BLT tidak berlanjut, dipertanyakan dimanakah keputusan
mengenai hal tersebut ?. Apabila pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab
kemudian secara otomatis timbul pertanyaan apakah ada korupsi ataupun
penyalah gunaan jabatan ditingkat pemda atau pun kelurahan mengenai hal
tersebut.
Persepsi negatif yang muncul dapat menjatuhkan pemerintah secara
umum dan pemerintah kelurahan khususnya, tidak lagi menjadi aparat yang
dapat dipercaya menampung aspirasi lokal. Peran dan fungsi yang
dijalankan tidak menjadi berarti, baik itu dalam fungsi pemerintahan secara
umum atau pun dalam penyaluran BLT. Kesan awal bahwa kelurahan
merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dengan
lembaga kemasyarakatan yang membantunya berarti mewakili aspirasi
lokal. Fakta ketidakmampuan menjelaskan mengenai keberlanjutan BLT-
RTS, kesan awal tersebut berakhir dengan kesan bahwa pemerintah
kelurahan yang didukung lembaga kemasyarakatan berubah menjadi
sewenang-wenang jauh dari demokrasi, dan yang paling buruk anggapan
sebagai pemerintahan yang korup.
Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kelurahan sebagi akibat
persepsi negatif yang timbul yaitu saat kelurahan tidak dapat menjelaskan
keberlanjutan progam BLT-RTS secara tepat, memerlukan upaya agar
keadaan tersebut tidak berlarut-larut dari pihak kelurahan untuk mengatasi
akibat dari minimnya sosialisasi keberlanjutan program BLT-RTS tersebut.
Pertemuan lokal formal yang mengundang masyarakat yang telah ada
sebelumnya ataupun khusus unntuk membahas hal tersebut merupakan cara




yang dimaksud terjadi interaksi diantara dua pihak, sebagai perwujudan asas
demokrasi dimana peran serta masyarakat diperlukan untuk itu.
Pertemuan tersebut diselenggarakan pemerintah kelurahan sebagai
sarana yang tepat untuk menyampaiiakn segala sesuatu, selain hal tersebut
juga sebagai wadah aspirasi terpercaya dalam menyelesaikan segala sesuatu
masalah dalam kemasyarakatan tanpa terkecuali BLT. Musyawarah sebagai
dasar dengan dilandasi semua aspirasi terwaliki dalam pertemuan tersebut
diharapkan dapat menghindari persepsi yang salah sebagai akibat dari
minimnya sosialisasi ataupun ketegasan dari pemerintah pusat mengenai
kelanjutan program BLT-RTS.
Persamaan persepsi hasil dari pertemuan tersebut merupakan
keberhasilan dari kelurahan yang peka terhadap fenomena yang berkembang
dalam masyarakat, dapat dipastikan koordinasi antar fungsi dalam tubuh
pemerintah kelurahan beserta lembaga kemayarakatan berjalan baik.
Keanekaragaman persepsi yang dihasilkan tiap individu dalam masyarakat
hasil dari pengamatan instan dari berbagai media segala sesuatu mengenai








Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil
disimpulkan sebagai berikut :
1. Peran dari pemerintah Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota
Surakarta dalam menyalurkan BLT-RTS.
Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
merupakan perangkat daerah, tempat wilayah kerja lurah beserta perangkat
kelurahan yang menjabat dibantu Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini
RT/RW dengan tugas dan fungsinya masing-masing selain itu mempunyai
peran tersendiri sebagai salah satu organisasi pelaksana dalam
menyalurkan BLT-RTS. Program nasional yang bersifat vertikal dan
sentralistik dari pemerintah pusat ini dalam pelaksanaannya membutuhkan
koordinasi dari pusat sampai daerah dalam hal ini organisasi pelaksana
untuk mewujudkan tercapainya tujuan program lebih efisiensi, efektivitas,
keberlanjutan dan keterpaduan penanggulangan kemiskinan untuk
program kedepan. Program dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi
BBM pada kesempatan ini tidak serta merta tanpa menghasilkan masalah
didalam pelaksanaannya, masalah yang segera menuntut penyelasaian
yaitu : ketepatan sasaran dan kejelasan keberlanjutan program.
Peran pemerintah kelurahan mengatasi kedua masalah tersebut
secara garis besar kelurahan tidak mempunyai kewenangan ataupun
yuridiksi yang tertuang dalam petunjuk teknis secara rinci, seperti yang
terdapat dalam penelitian ini, akan tetapi dalam hal menyatukan aspirasi
lokal berwujud tanggung jawab sosial bersama sesuai dengan salah satu
tujuan dari program, aspirasi bersama dapat dengan mudah didapat oleh




lembaga kemasyarakatannya dilingkungannya masing-masing merupakan
suatu bentuk cara media berhubungan dengan warga setempat menjadi
modal utama dalam menghadapi masalah pada umumnya terlebih dalam
masalah yang terjadi dalam program tersebut. Sosialisasi merupakan peran
utama pemerintah kelurahan beserta lembaga kemasyarakatan didalamnya
dalam program BLT, bila dikaitkan dengan keberlangsungan kelanjutan
program bila dikaji lebih dalam   secara formal kelurahan tidak
mempunyai dasar yang jelas yang dapat dijadikan pegangan menjawab
pertanyaan mengenai keberlanjutan program dari tujuan sosialisasi untuk
mencapai pemahaman yang baik. Peran yang terdapat dalam Petunjuk
Teknis Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran
disusun oleh Tim Penyusun Petunjuk Teknis Program BLT Lintas
Kementerian dan Lembaga antara lain :
a. Membantu Petugas Kantor Pos pada saat pengecekan daftar penerima
BLT-RTS dan mendistribusikan KKB kepada Rumah Tangga Sasaran.
b. Bersama-sama Petugas Kantor Pos menentukan pengganti Rumah
Tangga Sasaran yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak
berhak, melalui rembug desa/ kelurahan yang dihadiri unsur- unsur
Kepala Desa/ Lurah, Badan PermusyawaratanDesa/ Kelurahan, RW,
RT tempat tinggal Rumah Tangga Sasaran yang akan diganti, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat, dan Karang Taruna.
c. Melakukan pendampingan dan membantu Petugas Kantor Pos pada
saat pembagian KKB  dan pembayaran BLT-RTS dengan melibatkan
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang taruna, Taruna Siaga
Bencana/ TAGANA, PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat)  dan
Aparat Keamanan setempat.
d. Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi (antara lain pada
saat penetapan Rumah Tangga Sasaran, distribusi KKB, penyaluran





Peran diluar Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai
Untuk Rumah Tangga Sasaran, ditemukan oleh Penulis antara lain :
a. Peran pemerintah kelurahan dalam melakukan Pendataan RTS
b. Peran pemerintah kelurahan dalam ketentuan administrasi BLT
c. Peran pemerintah kelurahan sebagai posko pengaduan BLT
d. Peran pemerintah kelurahan dalam melakukan sosialisasi program
BLT.
Pemerintah kelurahan berperan penting dalam kaitannya
tercapainya kesuksesan penyaluran BLT sampai pada RTS, sesuai dengan
tugas dan kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan. Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi
ataupun menghindari masalah tersebut terulang kembali sebatas tidak
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kelurahan Laweyan Kecamatan
Laweyan Kota Surakarta dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam
penyaluran BLT.
Sosialisasi yang serius mengenai keberlanjutan BLT dengan dasar
hukum yang jelas belum/tidak terdapat ketegasan dalam bentuk tersebut,
sehingga pemerintah kelurahan merasa terancam kedudukannya dimata
masyarakat, kepercayaan yang otomatis diperoleh sebagai pemerintah
yang paling dekat dengan masyarakat berdasar tugas dan fungsinya
dipertaruhkan.
Lemahnya sosialisasi dapat menimbulkan persepsi yang beraneka
ragam cenderung negatif atau kesalahpahaman, persepsi tersebut dapat
menjatuhkan peran pemerintah kelurahan baik secara umum administrasi
pemerintahan ataupun  peran dalam penyaluran BLT sebagai pemerintah




Upaya yang dilakukan pemerintah kelurahan laweyan kecamatan
laweyan kota surakarta untuk mengatasi hambatan dalam penyaluran
bantuan langsung tunai, antaralain mengupayakan persamaan persepsi
diwujudkan dengan memaksimalkan pertemuan dengan berbagai bentuk
wadah sosialisasi bersama masyarakat setempat, hasil dari pertemuan
tersebut dapat disimpulkan merupakan keberhasilan dari kelurahan yang
peka terhadap fenomena yang berkembang dalam masyarakat, dapat
dipastikan koordinasi antar fungsi dalam tubuh pemerintah kelurahan
beserta lembaga kemayarakatan berjalan baik. Keanekaragaman persepsi
yang dihasilkan tiap individu dalam masyarakat hasil dari pengamatan
instan dari berbagai media segala sesuatu mengenai BLT-RTS, dapat
dipersatukan sehingga tercipta output pemahaman yang baik.
Pemahaman yang baik merupakan tujuan dari segala sosialisasi,
upaya untuk mewujudkan hal tersebut diwujudkan dalam pertemuan
dengan tujuan menghindari atau pun mengatasi persepsi yang salah/
kesalahpahaman akibat dari lemahnya aspek sosialisasi mengenai
keberlanjutan program BLT. Pertemuan yang diprakarsai/ difasilitasi oleh
pihak kelurahan itu selain dapat menghasilkan pemahaman yang baik, juga
sebagai penampung aspirasi untuk disalurkan kepada jajaran organisasi
pelaksana yang berwenang. Pihak kelurahan tidak hanya memberikan janji
seperti yang diberikan pemerintah pusat akan tetapi sebagai pihak yang
ikut memperjuangkan aspirasi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.
Masyarakat dapat memonitor perkembangan secara lebih mudah dan
terjangkau dengan media koordinasi lokal seperti pertemuan sebelumnya
selain itu pihak kelurahan merasa terpacu untuk meningkatkan kinerjanya
baik dalam administrasi pemerintahan pada umumnya dan kejelasam
keberlanjutan BLT pada khususnya. Upaya yang dilakukan Pemerintah
Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan tersebut sesuai dengan






Dari pembahasan tersebut, terdapat saran yang dapat penulis ajukan
adalah :
Pemerintah kelurahan yang mempunyai peranan penting dalam
pembangunan kelurahan serta merta pemerintah yang paling dekat dengan
masyarakat dalam hal ini Penyaluran BLT selain lebih peka terhadap gejala
yang terjadi dalam masyarakat  harus lebih berperan aktif, baik dalam hal
mencari tahu segala sesuatu yang berkenaan dengan itu (keberlanjutan BLT)
jauh dari kesan hanya menunggu, hal tersebut dilakukan sebagai upaya check
and balance antara organisasi pelaksana dari pusat sampai daerah bila hal
tersebut  tercipta maka tidak akan terdapat lemahnya sosialisasi yang bisa
terjadi karena kemungkinan lambatannya rantai birokrasi. Mengoptimalkan
sarana dasar kelembagaan seperti adanya lembaga kemasyarakatan misalnya
kepala lingkungan (RT/RW) dan masyarakat umum seperti yang terdapat
dalam tujuan program BLT yaitu menjalin atau menciptakan tanggung jawab
sosial bersama, sebagai pihak yang saling mendukung dalam mengsukseskan
jalannya program BLT ditingkatkan menjadi pihak yang ikut bertanggung
jawab, karena untuk mewujudkan lingkungan sekitar yang sejahtera, tentram,
aman dan harmonis.
Masyarakat umum diwajibkan ikut mengsukseskan progam dengan
peran serta mereka sebagai ciri dari otonomi, mengawasi jalannya program,
melaporkan bila terdapat sesuatu yang janggal kepada yang berwenang dengan
lebih dulu menjalankan proses kearifan lokal yaitu musyawarah mufakat
kekeluargaan yang biasa terjadi dalam kelompok kecil masyarakat untuk
menghindari kesalah pahaman yang berakibat negatif seperti persepsi yang
salah yang terjadi ketika kelurahan tidak dapat menjelaskan keberlanjutan
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